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Info Hulatm Yohme 5 Tahun 2008 ini mengetengahkan sejumlah tulisan menarik
yang Tim Redalrsi rhnglatm, antara lain topik mengenai revatalisasi ketenagakerjaan di
Indonesia, yang dikernukakan dalam revatalisasi ketenagakerjaan dbnulai dcri struldur
perekonomian, kondisi ketenagakcrjaan, kinerja aparatur, kemudian pemecal'nn
masalahnya dengan memberantas korupsi dengan tegas, meningkatkan kerja aparatur
Pernerintah, peningkatan mutu pendidilan dasar, menengah hingga pergurwm tinggt,
meninglratlran kralitas, pembangunan SDM dan peluang usaha sefta peraturan
pentndang-undangan bidang letenagakerjaan; mutasi dilamffi@sikan mengundurkan
diri yang menjelaslcan hal pengertian mutasi, pengualifikasian mengundurkan diri,
pindah antar kerja badan usaha tidak sama dengan mutasi, mengatur pelaksanaan
mutasi; prosedur audit yang perlu dipahami dalam pengadaan.tanah di linglamgan
Depnalrertraw yang dalam tulisan menyoroti masalah satuan/unit kerja yang terlibat
pengadaan tanah, sndi kelayakan dalam memilih loknsi dan data lokasi, keabsahan
lrepemililran, harga dasar tanah, pemilihan harga, penetapan harga dan pembayaran
menyanghtt pelepasan hak dan pertanggungjawhban; dan pengawasan penggurunn
tenaga lrerja asing di Indonesia yang di dalam tultsannya mengenai landasan hulatm
TKA, azaz penggunaan TM, lcebijakan penggunaan TKA, DPKK, tota cara mendapatkan
ijin IMTA, nonna penggunaan TKA dan penerapan sanksi.

Kami berharap bahwa naskah yang disajikan dalam edisi ini dapat menambah
wawasan para pembaca. Tim Redaksi berterima kasih atas bitik dan saranyang bersifat
membangun

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Kepala Biro Hukum
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

sH, MH.
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Masalah kedua berkaitan Cngan

struktur ekonoml ,,lndonesia adalah bahwa

sekitar 42,6 juta oriang atau 43,670/o angkatan

kerja bekerja dan hidup dari sektor pertanlan

dengan pemilikan lahan olahan yang relatif

sempit. Sekitar 13,7 juta keluarga (53,9%) dari

25,4 juta keluarga petani dalam tahun 2003

tergotong petani ngurem" yang memiliki kurang

dari 0,5 Ha per keluarga. Dengan mengolah

lahan sempit seperti itu, mereka mempunyai

banyak waktu luang. Mereka tergolong

setengah pengangggur. Dengan kata lain

bahwa sebagian besar petani lndonesia sulit

untuk hidup layak bila hanya mengandalkan

penghasilan dari lahan torbatas yang mereka

miliki. , ''

. -"--l

Tabel I

PEKERJA MENURUT SEKTOR

T?hud Formal, lnformal '16;'

1996

1e97

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

35.888,5

31.744,2

3r713,5

29.367,9

27.836,1

26.536,6

29.375,5

28.64g,g

28.796,7

54.011i6

53.661,3

58.110,5

61.439,5

63.811,1

64.248,3

65.346,5

66.29g,3

66.39p,4

60,08

62.83

64.69

67.66

69,40

70,77

69,72

69,83.

69,75

DISTRIBUSI PEKERJA MENURUT SEKToR; 2OO7

Sekbr Lakl Penmpuan
LK +PP

Jumlah %

Peftnhn

Pertambangan

lilanuhKur

Lbfik,Gas, Air

Bangunan

Pedagangan

Arykutan

Keuangan

Jasa-jasa

26,790,7

8863

7.212,4

230,1

4.268,1

10.388,9

5.31 1,9

850,7

6.211,7

15.E18,0,

134,0

4.69,|,7

17,0

129,0

9,036,3

263,6

401,5

4.759,7

qz.6ffi,t

1.020,8

12.094,1

247,1

4,397,1

19.425,2

5,575,5

1.252,2

10.962,4

43,6J

1,05

12,39

0,25

4,51

19,91

5,71

1,28

11,23

Jumlah 62.151,3 35.131,8 97.583,1 100,0

sfinllgr,:.3ft1<gRNAS, Fetuirari 2007

Demikian juga banyak petani lndonesia

terutama petani buah-buahan dan sayur-

sayuran'yang'sangat tergantung pada musim.

Pada musin buah misalnya, tidak dapat

disimpan lama sehingga harganya merosot. Di

luar musim, mereka hampir tidak mempunyai

sumber penghasilan.

Oleh sebab itu, bagi sebagian besar

vlirperlu dikembangkan industri kecil atau

industrl rumah tangga, yang dapat dikelola

warga,petani sendiri baik secara fult-time ataa

pada saat waktu luang. Kebijakan nasional

selama ini belum menjamah kelompok petani

"guremn tersebut. Walaupun program

pengembangan UMKM sudah dikumandangkan,

petani "gurem" belum merasakan dampaknya.

uFo nuKN v%ure v rAH/,N xE4 2fi8 .



l.' Ko'ndisi'Keten6*kerjaoh,

Pendiilikan dan kualitas tenagakerja

lndonesia pada umumnya masih, rendah. Dari

sekitar 159,3 juta orang penduduk berusia t5 
i

tahun atau lebih dalam tahun 2006, terdapat i

84,5 juta orang atau 53% yang berpendidikan

maksimum Sekolah Dasar. Terdapat 67,8 juta

orang lulusan SLTP dan SLTA yang pada

umumnya belum mempunyai keahlian atau

profesionalisme kerja, Terdapat sekitar 6,9 juta

oranE diploma'dan sarjana, tetapi sekitar satu

juta orang masih menganggur.

Tingkat pengangguran sangat tinggi, i rr*r,SMERMS,Februari2006
terutama di kalangan penduduk kota dan

angkatan kerja usia muda. (Lihat Tabel 3 dan

Tabel 4), Biasanya tingkat pengangguran yang ! 3.

tinggi terdapat di ne.gara.negara maju. Di i ,.^.._ _

_, _; i Daya sai4g dan produktivitas lndonesia
negara-negara berkembang biasanya tingkat ! ..=-'l- .

pengangguran rendah dan tingkat setengah I 
secara'keselurufian sangat rendah, pada tahun

pengangguran yang relatif tinggi. Di lndonesia i ZO0S berada pada peringkat ke-59 dari b0

kedua-duanya tinggi' Dalam tahun 2006 tingkat i n.grm di Asia. (Lihat Tabel s). lni menunjukkan
setengah pengangguran mencapai28,160/o. Hrl i .^^1...^ ,..,^,:.^^ _^-^:^_^- ., ^^,.._... ,^-:^^-;,-';fidffi;;; - ffi;""];rli;; i narrwa kualitas manaiemen di seturuh tapisan

ketenagakerjaan di lndonesia sudah iangat idan semua sektor sangat rendah, di bidang

kr{tis, karena'unttfi:masuk.,"ke ,sektor informal i pernerintahan dan dunia usaha, di level
saja sudah cukup sulit.

Tabel 3

PENDUDUK USIA 15 TAHUN ATAU IEBIH
MENURUT TINGKAT PENDIDIMN, 2006

pirltpinan',atas, menengah dan level bawah.

aparatur pemerintahan yang sangat rendah,

baik di bidang legislatif maupun aparatur

pemerintah, demikian juga di bridang'penegak

hukum. Perilaku tidak produktif di lingkungan

aparatur menular menjadi penyakit kronis di

dunia usaha termasuk BUMN, BUMD dan
I

i perusahaan multinasional.rmultinasional.

Tabel 4

'TINGIGT 
penennoetmru zooo

(Persen)

Kelompk
.llmrrr. Kola bsa K&D

15-19

n-24
25-29

30-34

60r

44,31

33,42

15;93

7,83

8,39

33,61

21,99

8,52

4,45

3,70

37,G}

n,n
11,S

5,92

5,17

Semua 13,32 8,44 10,45

Kineria Aparatur

\
\ Pemicu ulamanya adalah kinerja

I tltLillAl

PEtS{St(Att

Lald-L.tl Percnpuan L&P

. r 1.000 % r,l.0ll0 % r 1.000 tlt

Tdk Tamal SD

Tarnat SD

Tamat SMTP

TamdStdTA

Dipkrna

Sajana

11.229,0

27.589,2.-:
19.969,0

't7.w;7

1.392,8

2.373,1

r4,06

34,55

25,01

2t,67

1,74

2,97

16.467,0

n,%1,7

11.61g,2

12.955,i

1.539,1

1.56iJ

20,71

36,85

w8
16,32

1,94

.1,97

27.696,0

. .56.850:9

37.5822

30.262,4

2.93r,9

3.934.3

r7,33

35,70

23,60

19,00

. r,81

' 2,41

Junihh 79.tS;8 100,0{ 79.3971 t0G,u r5g*tri? r$i0
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tukar rupiah pada umumnya, baru' dinikmati

pengusaha-pengusaha,,besa[,, namun

masih lebih banyak dimanfaafltan untd<

spekulasi daripada menggerakkan sel<tor

riil. 
,

Pemecahan Masalah

. Bagaimana pemecahan masalahnya?

Pemecahannya memang menjadi. seperti

retorika, bukan karena rekomendasi tidak

relevan akan tetapi karena Pemerintah bdum

sungguh+ungguh melakukannya. Oleh,sebab

itu, yang lebih dituntut sekar,ang.ini dal*r
kesungguhan dan, komitmen Pemerintah ur.rtuk :

(1) Memberantas korupsi dengan sangat tegas

di semua bidang dan tingkatan. Dapat

dimulai dengan pembuktian .harta,sqndiri

secara bertahap dan terbatas. Pada tahap

pertama , dalam, tahun 2008/2009 ini

pembuktian harta serdiri diberlakukan

bagi :

{a) Semua anggota DPRdan,DFRD

. (b) Semua anggota pejabat politik:

Presiden, Wakil Presiden, , BPK,

,, , Kabinet, GubemurAfrrakil Gubmur,

BupatiMakil Bupati;

(c) Sernua pejabat ' Pernerintah.,,setara

, dengan Eselon ldan Eselon ll; ,

(d) Sernua pejabat Departernen Keuapgan;

H*im Agung, Hakim, dan

. . ,. . J.aksa; ,., :

.:: {0 Pejabat kepolisian secara selek{il.

,(2) ' Meningkatkan kinega aparatur Pemerintah

seeara menyeluruh d* Rrsat dan'di Daerah

setelah melakukan pengukuran kinerja.

, Penguktr,an'kinerja aparatur secara lebih

interrsif ,1 dapat diprioritaskan pada

lembaga/instsrsi :

(a) Yang berka{tan langsung dengan

kehidupan maey€rskat, banyak yaiiu

:, .. , ,Departernen Pertanian dan lembaga

'yang terkait;

(b) Yang mengelola dana yang sangat

: besar sepedi: Departemen Pendidikan"

dan Departemen PU;

(c) Yang mempunyai darnpak langsung

,,' ,..:kepadg penciptaan kem,rnpatan kaia

dan usaha masyarakat banyak, .yaitu

Menneg Koperasi dan UKM;

..,(d) Yang kepadanya inslansi lain sangat

iergantung, yaitu &partemen

Kewrgan;

(e) Yang te*ait,dengan pelayanan publik

seperti kota-kota besar yaitu Pemda:

Jakarta,. Medan, Bardung, Semarang,

Yogyalrtrta, Surabaya, Denpasar,

Makasar.

0 Yang, mengelola a*t-aset besar

,, neosr€, yaitu semua, BUMN.
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b,' Peluang pasar bud rlndonesia ,sangat 2, Pahailfiatan SumFnhyaAlam-

besar. lndonesia dengan penduduk 220 juta

orang sudah ,nerupakan potensi pasar

yang cukup besar, Namun dengan

,' lcemampuaR,,lGwirausahaan,',yang sangat

. .rendahi, ftita', tidak. rnaTtpu .mengolah

sumberdaya'yang' relatif ' banyak rnenjadi

, keseiahteraan masyarakat. Pobnsi pasar

global sangat menjanjikan, ,namun daya

saing lndonesia'sangd' rendah sehingga

kurang mendapat,, 6snfg6t, pasar global

temebut. Disamping itu dunia bisnis pada

umumnya sulit berkembang, karena kurang

,mendapat duftungan dari lembagalembaga

. te*ait seperti. pemasok sarana produksi,

penyaluran' Rredit,,.', b{mb}ngan dan

penyuluhan; industri pengolahan,' dan

, , , pemasaran.' ' Dalam h'ubungan ini

disarankan:

, (1) Sikap dan kemampuan kewirausahaan

atau enfuepreneurshrip: sudah harus

dikembangkan sejak dl bangku Sekolah

Dasar hingga perguruan tinggi. '

(2)' tumberdayaan lembagalembaga yang

memberikan pelayanan publik kepada

dunia .usaha $€pefti : KUD,

pendampingan UMKM, BPR .drn

lembaga, keuangan, terka4t,' sentra-

senfia industri lcecil, dan lain.lain.

: lndohesia memang' masih memiliki

potensi sumberdaya alam yang relatif besar.

illamun,'.rherus' dipahami bahwa potensi

beberapa'jenis Sumberdaya alam siidah ,mulai

menipis seperti BBM, hutan, timah, emas dan

nikel. Karena keterbatasan modal, teknologi dan

SDM di masa lampzu, banyak usaha

'pengolahan sumtedaya alam tersebut

:tepaksa diserafikan kepada perusahaan asing.

'Untuk ke damn disarankan:

,a, Moddl'f;Sng tetap,masih dibutuhkan dengan
' 

flihdn bidang usaha secara selektif.

b. Peran tenaga asing harus secara berangsur

', dikur,arfgi' dan memberi'kesempatah, yang

' .bbiti ,klas bagi tenaga-tenaga domestik,

:' 'dengan',' ', mdmberikan imbalan atau

penghargaan yang setimpal.

3. Itfenciptakan lklim lnvestasi

Sebagaimana dikemukakan di

atas, iklim 
,investasi di lndonesia sangat

rendah., hdraitmktur yang, tidak: mernadai,

'korupsi,'.,"birokrasi dan pelaksanaan

"' 'perat0rran pajak menimbulkan biaya tinggi.

" ' Kualitas, SDM,'secara umum memang

renCah, dan kondisi ini diperburuk oleh

:' sistern reknilmen'yang diskriminatif dan

sangat -.,'ihahal. Oleh sebab ifu,

sebagaimana dikemukakan di atas:

MO tfr ttu lt v&u re. y f awil tE x Ifl t'



b.

4.

a Perlu,,komilmen ,politik dan kesungguhan

memberantas korupsi;

Perlu pemberdayaan iemua lembaga yang

berfungsi memberikan pelayanan publik.

Peniidikan Kejuruan dan Pelatihan KerJa

Pendidikan kejuruan menjadi

kurang ''menarik bukan karena budaya

"amtenaad', tetapi karena Sistem dan isinya

yang kurang memadai, Kenapa demikian?

Harus diakui bahwa menyelenggarakan

pendidikan kejuruan itu 'sangat mahal

karena harus dilengkapi dengan peralatan

bengkel kerja yang cukup mahal dan

bahan-bahan praktek habis pakai yang

cukup banyak. Alokasi biaya untuk bahan

piaktet< tidak sampai 25o/o dari yang

d,ipqrlukan Yang,nyata digunakan dalam

praktek kurang dari 10%. Jadi walaupun

mereka tarnat,pendidikan kejuruan, mereka

tetap belum mahir kerja.

Memang para pejabat juga sering
I .'

melontarkan persepsi yang keliru mengenai

sekolah kejuruan yaitu sebagai pilihan bagi

siswa yang kurang pintar atau kurang

marnpu. Disamping itu, bagi mereka yang

memilih sekolah kejuruan seolah-olah

tertutup pintu untuk melanjutkan kuliah

menjadisarjana.

..:,, , ,Akhir--akhir ini,,muneul ,ambisi Diknas

untuk :,membuka, :ss:k6bft-seholah kejuruan

hingga mencapai,'60%, dan pendidikan umum

40%.,'Hal, in i betul-betul sangat am bisi us, sangat

mahal;dan terancam ffiubaZir, Dana akan habis

tersedct,'untuh pembetian,peralatan praktek.

Kemudian APBN dan APBD tidak akan pernah

mampu'mengab*asikan,dana yang,,cukup

untuk,rhernbiayai bahan praktek,habis pakai.

Anrerika..Serkat,:sebagai negra kaya tidak

rnerasa rnffiipu manbangun sislem pendidikan

sepertiitu.

'€agi lndonesia sebagai negara miskin

dengan penduduk yang besar, sudah sangat

ideal menyelenggarakan perdidikan kejuruan

sekitar 2070 dengan pralatan dan bahan

pakbk yang betufrbetul cukup,

: : : ' sebagian beSar, pendidikan umum

dipersiapkan untuk rnelanjutkan ke,perguruan

tinggi atau untuk dilatih di BLK-BLK. Pelatihan

ke$a'di'BLK tlapat dilakukan dalam waktu yang

relatif sihgkat sekitar. 1-6 bulan menurut
jenisnya, dengan biaya yang jauh lebih murah

dari pendidikan kejuruan

Oleh sebab itu disarankan :

,a. ,fulqmbangun pendidikan kejuruan cukup

sekitar 20%;

b. Peralatan daii bahan praktek habis pakai

..,' penffiiftan, kejuruan betul-betul disediakan

, ,me,neukupi, supaya.se{elah lulus, mereka

htlrl-betut profesional dan otomatis mudah

memperoleh atau menciptakan pekerjaan.

Nrc H uru r wjirure v rAHn KE-x. un
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c. Pendklikan harus ,merupakan Femimpin"' mefiberikan penugasan dan

d.

e.

pilihan. karena lrdnginan dan,:bakat, bukan

berdasarkannilaiprestasikelas., .

Bagi siswa yang memilih' pendidikan

keiuruan harus tetap'terbuka pintu untuk

rnelaniutkan ke pendidikan yang lebih

tinggi.

Lulusan pendidikan umum,.yang mernilih

rnernasuki pasar kerja, dipersiapkan dan

dibekali melalui pelatihan:singkat di BLK-

'BLK Untuk. itu, peralatan dan bahan

praktek habis pakai di BLK perlu disediakan

dengan memadai.

5. ,Kualitas SDM

Harus diakui bahwa kualitas SDM

lndonesia secara umum,masih rendah.

Namun cukup banyak SDM.lndonesia yang

rnempunyai keahlian, kemampuan, dan

profesionalisme yang tinggi. Walaupun

sebagian besar , :angkatan keria

berpendidikan rendah, namun tidak terlalu

sulit untuk membangun etos kerja dan

disiplin mereka. Yang paling efektif di

lndonesia adalah metode keteladanan,

Pemimpin mulai dari pemimpin puncak

harus 'menunjukkan keteladanan:

Tanggungjawab penuh, disiplin kerja tinggi,

rasa pengabdian tinggi, tidak korup,'dan

kesesuaisr kata dan perbuatan.

penghargaan berdasarkan profesionalisme dan

krileria obyektif. Maka semua bawahan dan

pelaksana akan menuruti. Oleh sebab itu :

a. Pqmimpin di setiap lembaga'dan unil,

mulai dari kepemimpinan puncak harus

menunjukkan keteladanan dalam

tanggungjawab, etos kefia, disiplin kerja

,dan pelayanan publik.

b Sistem rekrutmen pejabat harus betul-betul

didasarkan pada profesionalisme dan

kriteri4 obyektif, tidak boleh ada

di$*riininasi berdasarkan suku, agama dan

aliran politik.

.t
I

i 6. Peraturan Perundang:undangan
Ketenagakerjaan

Harus diakui bahwa Undang-

undang No. 13.,tahun 2003' tentang

Keten4ake{aan rnerupakan hasil

dari kompromi

mengakomodasikan kepentingan

pengusaha dan kepentingan pekeria yang
'sama-sama' tidak rasional. Pekerja

berkeras ' memasukkan pembayaran

pesangon ,'yang sangat besar dalam

pemutusan hubungan kerja (Pasal 150-

172), Untuk memperkmil kemungkinan

PHK dan tuntutan serikat pekerja,

pengusaha mengintensiftan perjanjian

kerja dalam waktu tertentu (PKWT) dan

, koltr.ak keria,(oufso urcing).

NFC| HUXU I v q-Ure, V l&llil t{f,-X M)s.



PHK, . PKWT dan outsourcing 7, Pembangunan SDM dan Peluang Usaha

sebenarnya tidak perlu teriadi dan tidak perlu

ditakutkan, bila kedua belah plhak, serikat

pekerja dan pengusaha, diberi pemahaman,

pengertian dan komitmen: Serikat pekeria akan

terus mendisiplinkan anggotanya sehingga

hubungan kerjanya tidak perlu diputuskan.

Sebaliknya pengusaha secara profesional

menyusun perencanaan SDM, membina dan

mendayagunakannya dengan baik, sehingga

tidak perlu sewaktu-waktu mem-PHK-kan

karyawan.

Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan

dalam dua tahun pertama ini adalah :

a. Pemerintah c.q. Departemen Tenagakeria

dan Transmigrasi memberi pencerahan

kepada pimpinan Serikat . Pekerja dan

Manajemen di masing-masing perusahaan

untuk menerapkan UU No. 13 tahun 2003

tanpa PKWT, Outsourcing dan PHK.

Mengevaluasi pelaksanaan UU No. 13

tahun 2003 dan No. 2 tahun 2004 untuk

membuka kemungkinan perlu tidaknya

membuat revisi Undang-undang, atau

cukup menerbitkan penegasan dalam

bentuk Peraturan Pemerintah atau

menerbitkan pedoman pelaksanaan.

Pembangunan nasional -berbasis

pembangunan manusia lndonesia seutuhnya

tidak bertentangan dengan pembangunan

nasisnal berbasis sumberdaya alam yang

dimiliki. Yang penting Pemerintafi

menelapkan strategi untuk memperioritaskan

pembangunan sektor pertanian dan sektor

kelautan. Langkah kedua adalah SDM

lndonesia diarahkan dan dipersiapkan untuk

rnendukung pembangunan di kedua sektor

tersebut.

8. Revitalisasi Ketenagakeriaan

c.

Revitalisasi ketenagakeriaan harus

dimulai dari peningkatan mutu

pendidikan mulai dari SD, SLTP, SLTA

hingga perguruan tingg i.

Khususnya kualltas SD, SLTP dan SLTA

sangat tergantung pada mutu guru-guru

pengajamya; Oleh sebab itu rekrutmen

mahasiswa untuk calon guru harus dipilih

dari lulusan siswa terbaik, dengan

memberikan bea siswa penuh serta

perbaikan gaji dan kesejahteraan guru.

Pendidkan kejuruan cukup 20% tetapi

dengan jaminan lulusan berkualitas dan

profesional, siap untuk bekerja atau

menoptakan pekerjaan sendiri.

b,
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d, Lulusan ,.pendldikad rumum memenuhi

standalkualitas uhtuk, dapat melanjutkan

ke pergrlrua*'finggi atau untuk dilatih di

BLK.

e; Standar kuatitas ,. lulusan pendidikan

umum tidak diukur dengan sistem Ujian

, Nasionalakantetapiberdasarkanstandar

kurikulum, standar peralatan dan

akreditasi lembaga pendidikan.

f. KelengkapanBLK perlu terus ditingkatkan

baik dalam hal',perafatm dan instruktur

maupun dengan kecukupan dana

pelatihan.

g. Kebijakan nasbnal difokuskan pada

perlu$an kesempatan keria. Tolok ukur

kebijakan'adalah dampaknya terhadap

peduasan -kesempatan kerja. Bantuan

sosial seperti',rnelalui, penyediaan beras

miskin'dan asurdnsi kesehatan keluarga

miskin secara bertahap dialihkan melalui

penciptaan kesempatan kerja.

h. Faktor. dominan datam pembangunan

nasional dan revitalisasi ketenagakerjaan

adalah' peningkatan kinerja aparatur

Femerintah yang selama ini dianggap

lamban dan korup. Oleh sebab itu:

(1) Perlu komitmen politik Pemerintah

untuk'memberantas korupsi melalui

pembuktlan'harta pribadi bagi para

pejqbatsec,ara selektif dan bertahap;

(2) ,Menciptakan iklim investasi yang

kondusif melalui pembangunan

infrastruktur dan mengefektifkan:

biroknsi;

(3) Meningkatkan pelayanan publik;

(4) fit]elakukan evaluasi kinerja, secara

menyeluruh dari Pusat hingga ke Daerah

supaya dapat menyadari rendahnya

kinerja untuk kemudian berupaya

memperbaikinya;

(5) Melakukan rekrutmen pejabat

Pemerintah mulai dari tingkat Menteri

tlingga pimpinan terendah di Pusat dan

Daerah, serta di lingkungan BUMN dan

BUMD berdasarkan profesionalisme dan

kriteria objektif.

(6) Menunjukkan keteladanan dalam hal

tanggungjawab dan pelaksanaan tugas,

' sikap dan etos kerja mulaidaripimpinan

' puncak setiap organisasi hingga

pimpinan terbawah.

i. Strategi pembangunan diarahkan pada

sektor yang banyak menyerap tenagakerja

yaitu sektor pertanian serta usaha-usaha

mikro dan usaha kecil*****

Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak,
Direktur Program Pascasarj ana Universitasa Pel ita
Harapan, mantan pejabat senior Departemen Tenagakerja
dan Transmigrasi..
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VS ..,
DIKUAIJFIKASIK.*.N MEIIEUNDURK*N DIBI

Oleh: tuhdt

Tinbulnya perselisihan huhtngon pekerja secara sosiologis dan spiritual,

fndustrial. adakalanya disebabkan

perbedaan persepsi dari pihak pekerja

terhadap kebijakan petasahaan yang

melakukan mutasi, katena mutasi

dilakukan menyimpang dari prjanjian

kerja atau kaitannya tidak j"los.

I. PENGANTAR.

Kehidupan modern, ditandai

dengan semakin kompleksnya kebutuhan

hidup manusia yang harus dipenuhi,

sehingga seseorang atau masyarakat untuk

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

adakalanya sangat tergantung kepada

pihak lain. Di sisi lain untuk dapat

menghasilkan barang atau jasa sekurang-

kurangnya ada 2 (dua) pihak yang terkait

langsung' yaitu pekerja dan pengusaha

untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Hubungan antara pengusaha dengan

pekeria dalam menghasilkan barang

maupun 'jasa, bahwa pengusaha

memerlukan adanya pekerja, begitu pula

bahwa bekerja merupakan suatu kebutuhan.

Dengan demikian, antara pengusaha

dengan pekerja merupakan dua pihak yang

saling membutuhkan dan tidak dapat saling

meniadikan antara yang satu dengan yang

lainrrya.' Hubungan antara pengusaha

dengan pekeda tersebut dalam peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan

disebut dengan istilah "hubungan kerja".

Pengusaha dalam pelaksanaan

hubungan keria serta untuk kelancaran

operasional perusahaaan, adakalanya perlu

melakukan mutasi terhadap pekerjanya.

Sementara di sisi lain pekerja, ada kalanya

sulit untuk dapat menerima pelaksanaan

mutasi yang dilakukan pengusaha. Oleh

karena mutasi tersebut tidak sesuai dengan

perianjian kerja yang dibuat atau mutasi

yang dilakukan pengusaha tidak ada

kaitannya dengan operasional perusahaan

alias kriterianya tidak jelas.

Berkenaan dengan hal tersebut penulis

rnengaiak sidang pembaca untuk

mendiskusikan apakah mutasi merupakan
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kebijakan pengusaha, bagaimana pekerja

menyikapi mutasi yang dilakukan

pengusaha, serta bagaimana pelaksanaan

agar mutasi tersebut tidak menimbulkan

perselisihan hubungan' ihdustrial atau dapat

mengarah pada moral hazard.

II. MUTASI.

Pengertian mutasi, sesuai Kamus

Besar Bahasa lndonesia ada 4 (empat),

salah satu adalah, " pemindahan pegawai

dari satu jabatan lain, baik horizontal

maupun vertikal". Dan sesuai Teori

Manajemen Su'mber Daya Manusia,

sebagaimana dikemukakan Sondang P,

Siagian, dafam bukunya Manajemen

Abad 2f I bahwa yang,dirnaksud dengan j

penempatan adalah penughsan seseorang

untuk menduduki jabatan,

menyeleng$arakan fungsi, dan

menjdankan aktivitas. Pengertian

Penempatan bertaku bagi karyawan baru

yang' menempuh maupun yang tidak

menempuh program orientasi serta

karyawan lama yang mengalami promosi,

alih tugas, alih wilayah atau demosi.

Dari kedua pengertian tersebut,

pengertian mutasi menurut Manajemen

Sumber Daya Manusia jauh lebih luas, jika

dibandingkan dengan pengertian mutasi
i' 

menurut Kamus Besar Bahasa lndonesia

karena, pengertian mutasi tersebut bagian

dari penempatan terhadap karyawan lama

maupun karyawan, yang j1arL, dimana

mutasi bagi [aryawan lama dapat berupa

pr6mosi, alih tugas maupun alih'witayah

atau demosi 'dafam suatu perusahaan,

,seiingga untuk membatasi pembahasan

kita, mutasi yang dlmaksud dalam tulisan

ini adalah mutasibagi karyawan lama yang

dilakukan secara horizontal atau alih tugas

maupun alih wilayah, dan bukan mutasi

dalam arti promosi ataupun demosi.

Menurut teori manajemen sumber

daya manusia, bahwa kinerja seorang

akan cenderung menurun apabila

dihadapkan dengan tugas yang sangat

rutin, mekanistik, dan tanpa'variasi. Dalam

haldemikian, bukan hanya kinerjanya yang

cenderung menurun akan tetapi

produktivitasnya pun makin rendah,

misalnya, 'karena merasa jenuh dan

melakukah banyak kesalahan. Jika hal

' tersebut berlangsung lama, situasi yang

demikian akan menimbulkan tingkat

kepuasan yang rendah, dan akan dapat

menimbulkan keinginan untuk pindah ke

perusahaan.

I Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPH, Manajemen Abad 21, hal l5l.
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Sehingga untuk mencegah timbulnya situasi

yang'demikian, perusahaan perlu menempuh

suatu kebijakan. mutasi yaitu, memindahkan

pekerja dari suatu keria. lama ke suatu kerja

lain, dimana mutasi tersebut tidak berakibat

pada perubahan status yang bersangkutan

dalam jenjang jabatan, bentuk tanggung jawab

dan jumlah penghasilan pun tidak berubah. Dan

yang berubah adalah fungsi dan tanggung

jawab sehari-hari dengan harapan kebosanan

dan kejenuhan dapat dihilangkan atau paling

tidak dikurangi.

Prakteknya, adakalanya pekerja sulit

untuk menerima mutasi. Demikian juga dalam

hal penempatan, baik penempatan pekerja baru

maupun pekerja lama, pengusaha sering

menghadapi kendala dan tantangan. Adanya

kendala dan tantangan yang dihadapi

pengusaha antara lain, disebabkan;

a. Masih banyak perusahaan yang belum

mempraktekan penempatan karyawan baru

berdasarkan pemahaman yang tepat

tentang pengetahuan, keterampilan,

penguasaan, minat dan bakat.

b. Perusahaan masih menganut kultur

organisasi yang mempertimbangkan faktor

usia karyawan dan menggunakanya

sebagai dasar alasan untuk di promosikan.

c. Kriteria 6lih tugas dan alih wilayah (mufasr)

yang tidak selalu jelas.

d. Belum memasyarakatnya penilaian kinerja

yang' berorientasi ke masa depan, selain

dimaksudkan sebagai instrumen yang

menentukan tingkat kinerja masa lalu dan

digunakan untuk mempertimbangkan

kenaikan gaii atau upah berkala bagi para

karyawan2.

Mutasi ditinjau dari hukum

ketenagakerjaan adalah didasarkan pada

hubungan kerja, yang dilal<ukan berdasarkan

perjanj$al 'kerja yang mempunyai unsur

pekerjaan, upah, dan perintahr. Dari rumusan

tersebut ada2 (dua) hal yang perlu mendapat

perhatian yaitu : Pertama, Perjanjian Kerja,

merupakan suatu perjanjian yang dilakukan

antara :pekerj#uruh dengan pengusaha atau

pemberi kerja'yang memuat syarat-syarat, hak

dan kewajiban para pihak r.

Sebagairnana kita ketahui, bahwa perjanjian

kerja dapat dilakukan secara lisan maupun

tertulis. Kecuali dalam hal hubungan kerja

dilakukan untuk waktu tertentu, pembuatan

perjanjian kerja dipersyaratkan harus dibuat

secara tertuliss. Lain halnya, apabila hubungan

kaja dild<ukm untuk waktu lidak'tertentu (pekaja

tetd perjarUian kerjad4at dihrat secaa lisan.

2lbid, hal 153.
3 Pasal I angka 15 UUKNo. 13 Tahun2003.
a Pasal I angka 14 UUK No. 13 Tahun 2003.

' Pasal 57 ayat (1) UUK No. l3 Tahun 2003.
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Namun . dipersyaiatken "pdngusahb waiib

untuk membuat surat, pengangkatan yang

isinya sekurang-kurangnya memuat

keterangan; nama dan alamat pekerja/buruh;

tanggal mulai bekerja; jenis pekeriaan;.,dan

besarnya upah 6. Dicantumkannya istilah

'Perjanjian Kerja' dalam rumusan hubungan

kerja dimaksudkan bahwa terciptanya

hubungan kerja adalah berdasarkan

kesepakatan antara pekerja dengan

pengusaha yang dituangkan dalam bentuk

Perjanjian Kerja dan sekaligus sebagai alat

bukti adanya hubungan keqa. Kedua, unsur

hubungan kerja yaitu adanya pekedaan,

upah dan perintah. Makna uRsur disini

adalah bagian bahwa dari hubungan keria

yang harus dipenuhi. Oleh karena, jika salah

satu unsur temebut tidak terpenuhi, maka

hubungan tersebut tidak dapat dkatakan

sebagai hubungan kerja. Adanya unsur

perintah dalam hubungan keda menunjukkan

bahwa pekerja harus bekerja di bawah

perintah pengusaha (hubungan

kewibawaan). Apabila seandainya tidak ada

kewajiban untuk bekerja di bawah

perintah, maka perianjian kerja tersebut

tidak merupakan suatu hubungan kerja,

tetapi adalah suatu bentuk perjanjian lain.

, ,, , Dengan tunduknya pekerja kepda suatu

peraturan perintah, berarti pekeda tidak.ada

kebebasan untuk bertindak. Sehubungan

dengan hal tersebut, bagaimana seandainya

peke{a, ffierohk mutasi. Apakdr mutasi

termasuk bagian dari perintah atau tidak.

Apabila mutasi bagian dari paintah, maka

penolakan pkerja atas perintah dapat

dikategorikan sebagai pengingkaran adanya

hubungan kerja atau perjanjian kerja. Hal

tersebut,.,se$uai Pasal 1603V KUH Perdata,

dapat merupakan alasan penting bagi majikan

{pengusaha) untuk minta kepada Pengadilan

{Pengadilan Hubungan lndustrial) agar

hubungan.keria dinyatakan putus.

Sementara unsur upah sebagai hak pekerja,

yang merupakan imbalan dari pengusaha atas

suatu.pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan

atau yang akan dilakukan. Kalimat "telah'

dilakukan, adalah sesuai asas pengupahan,

dimana upah tidak dibayar, apabila

pekerjahuruh tidak melakukan pekerjaanz. Ldn

hdnya,, bila, pekeja berseda nBld<tkar peker1ffit

ymg td*r dijanjikar tet4t' pergusaha tidak

trrcneekeriakar, .bdk karena kesdahar sendirj

nrilpun hdagm yang sehausnya dapat dihirdai

pengsaha, ddan hd,ini pengusaha waiib tetap

untuk renhya upah pkerja 8.

6 Pasat 63 UUK No. 13 Tahun 2003.
7 

Pasal 93 ayat(l) UUK No. 13 Tahun 2003.
8 Pasal 93 ayat(2) huruf f UUK No. 13 Tahun 2003.
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Ketiga unsur hubungan ke$a: 'tersebut

tercermin dari isi perjanjian keria, yang

sekurang-kurangnya memuat ;

a. Nama, alamat perusahaan, dan' ienis

usaha;

b. Nama, jenis'kelamin, umur, dan alamat

pekerja/buruh;

c. Jabatan atau jenis Pekedaan;

d. tempat pekedaan;

e. Besarnya upah dan cara pembayar€n;

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan

kewajiban pengusaha dan pekeiia/buruh;

g. ' Mulaidan jangka waktu bekeria;

h. Tempat dan tanggal perjanjian keria

dibuat;dan

i. Tanda tangan para pihak datam

perianjian kerja s.

SehingEa dengan adanya hubungan kerja

yang dilakukan dengan pajanjian keria,

pengusaha mempunyai hak mengelola

sumber daya manusia untuk mencapai

tujuan perusahaan (Pengusaha dan

Pekerja), dengan memperhatkan kaidah

hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

III. DIKUALIFIKASIKAN MENGTJNDURKAN

DIRI.

Sebagaimana disebutkan di atas, apakah

mutasi bagian dari perintah atau

tidak, dan bagaimana bila peke{a

menolak,mutasi.- Karena, mutasi tersebut tidak

sesuai ,,dengen' prianjian- kerja, tidak

diperianjikan sebelumnya atau tidak jelas

alasan,mutasi. '

Tefradap persoalan tersebut ada 2 (dua)

pendapat'yang berkurang yaitu Pendapat

pertama, menyatakan bahwa mutasi adalah

merupakan hak muHak pengusaha, karena

mutasi' sebagai "bagian dari unsur pedntah,

sehingga make wajib untuk nelaksanakannya.

Partafr ffiua, menyatakan bahwa mutasi

adalah rfferupakan bagian dari syarat kerja dan

merupakan hak pengusaha, sehingga

petaksanaannya' perlu diatur sebelumnya

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan

atau perjanjian kerja bersama.

'Pembahasan prmasalahan mutasi

dalam hal ini dilakukan melalui pengkajian dari

'beberapa putusan lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan lndustrial.

'Putusan Pengadilan Hubungan lndustrial pada

'Fergadilar hlegsi'lGndai 'l'b. : 0#OEOOFH|.

lGrdai tnggd 15 Sepbrrber 2006, ddam

perlirkrgar hukunnya nrrqerruk*an .bfiwa

"infrai dddr nerupdwt'hdt prerogative pnpnm

pens*aar 'ke@a pekerjanya cdka tidd(

nengurangi hd(d*' F€ria dan membahayakan

kesehatan kerja".

e 
Pasal 54 ayat (l) UUK No. 13 Tatrun 2003.
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Pertimbangan tersebut didasarkan atas i Pertimbangan Majelis Hakim
!

gugatan peke{a tefidap kasus.pemutusan j Hubungan lndustial tensebut, jika

hubungan ke{a yang dilakukan pengusaha, ! dibandingkan dengan perlimbangan Panitia

Dimana pada awalnya peke$a adalah seb4ai ! Penyelesaian Perselisihan Pefturuhan Pusat,

supir mobil box, kemudian dimutasikaadibaglan i berdasa*an Undang-undang Nomor22 Tahun

gudang untuk membantu Helper. Fekeda ! fSSZ dalam putusan Nomor : ttSSWWtitC

menolak mutasi yang dilakukan pengusaha, i tanggal 16 Juni 1958, berpendapat bahwa

karena mutasi dari supir dimutasi ke bagian i Pemindahan {mutasi) buruh dalarn rangka

gudang tidak sesuai denEan keahlian pekeria. i usaha melanca*an jalannya prusahaan

Sehingga pekeria tidak masuk hkerja dan i termasuk kebiiakan Pengusaha, begitu iuga

penjadikannya sebagai perrelisihan hubungan i halnya Gngan pemindahan rumah. Dalam

indushial dengan jenis perselisihan perutusan i kasus ini,- pada awalnya pekeria bersedia

hubungan keda secara sepihak. dipind*kbn, ak€n tetapi kemudian peke{a

Han persidmga tungdila ltuburrgr i menolaknya. Sehingga penolakan pindah

lndusfrid, Fsng$dta nBngdukar SJgaF i rumah seperti yang dilakukan pekerja tidak

Rekmvmi derga n€rgefrukakil' bdm/a pdsia ! menggangu kelancaran pekeriaan, tetapi

sejaktanggd 19Jurd m06s/d n Jffi fl06(8,hai) i walauprn demikian pekeda menolak perintah

secaa berhruit-hrut tr* nffi* bdsia {rsgki{ i yang sudah , disetujui adalah tidak layak,

tapa iiin dar penM$um, bdk secaa lisar ! sehingga Panitia Penyelesaian Perselisihan

rTnrpun tertdis, &r pengusfia td*r nddcrkfl i Pe$uruhan Pusat, memutuskan agar

parggilmsecaapdutsebarydr2(fualkdi,taggd i pengusaha mempekerjakan pekerja kembli

21 Jun{ 2m6 dffi taggd 26 Jmi ffi. Sdt'rp i dengan ketentuan pekerja harus pindah rumah

pengusila berkesirplm bdrua pdeia yag i seperti yang ditetapkan pengusaha dan upah

berffrgkrfrar dkudifika$kar ncng -uned<at dri i selama tidak , bekeria dibayar. Terhadap

seb4:inwra hd 168 Urdarya6* i putusan tersebut Prof. lman Supomo, SH 10,

lGtenagdsiffi flormr 13 Tdrn mm. i berpdapat bahwa Pemindahan buruh dalam

Berdaakil perbnbagar ter*fr, M{dis H*im ! rangka usaha melancarkan jdannya

FengadlilHuM'gtrrlrdsftid,renydd<m@ja i perusahaan termasuk kebijaksanaan majikan,

dkrrdifi kcikil nengundud<ar diri. i demikianiqa halnya dengan pindah rumah.

ro Prof. Imam Supomo, Hukum Perburuhan Bidang Aneka Putusan (P4), hal. 65.
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,Pindah rumah seperli ,yang dimintakan ,dari

buruh, tidak menggangu kelancaran pekaiaan,

tetapi :buruh sebelurnnya telah, rneny akan

kesanggupannya untuk pindah rumah, sehingga

penolakan buruh kemudian untuk pindah

rumah, berarti buruh mengingkari ,janjinya.

Sanksi terhadap pengingkaran janii ini, ialah

batalnya perjanjian - pindah -rurnah danlalau

pembayaran ganti rugi oleh bunrh, tetapi bukan

sekali-kali putusnya perjanjian kerja.

Dari kedua pulusan temebut, pelaksanaan

mutasi adalah berdasarkan pada operasional

perusahaan. Sehingga pelaksanaan mutasi

merupakan bagian dari kebijakan dan hak

prerogatif pengusaha, ditambah .dengan syarat

bahwa pelaksanaan mutasi brwbut, .tidak

mengurangi hak-hak pekerja dan tidak

membahayakan kesehatan kerja.

Hal ini, senada dengan pendapat pertama

diatas, dengan tanpa mempelimbangkan ada

tidaknya pengaturan .mutasi dalam Perjanjian !

Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian

Kerja Bersama.

Permasalahan , yang sama,

berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan

lndustrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat No. 158/PH|.G/2007/PN.JKI.FST;

tanggal 30 Agustus 2007, bahwa dalam kasus

Pemutusan Hubungan Kerja Majelis nifim

mernpertimbangkan bahwa hubungan kerja

antar pekerja dengan perusahaan diatur dalam

pe$aniian kerja, 'peraturan psusahaan dan

perianjian kerja bersama, dimana seluruh

perafirran brsebut tidak boleh lebih rendah

*uantitasnya dan kualitasnya dari peraturan

perundang-undangar. Sementara pekerja tidak

rniliki perjanjian apapun, baik perjanjian kerja,

peraturan perusahaan atau perianjian kerja

bersama, untuk meniamin haknya memilki

kelonggnran atau setidaknya memiliki ruang

dialog dengan pekeria dalam hal mutasi.

Namunl, .pqkerja ada membuat surat

pernyataa*-€bagi Pengusaha, sehingga surat

pemyt*aan tersebut dapat dianggap sebagai

syarat atau .perjanjian kerja antara pekerja

dengan pengusaha. Berdasarkan hal tersebut,

Maielis.llakim berpendapat, karena peng usaha

memiliki hak rnutlak melakukan mutasi, maka

penolakan mutasi tersebut berarti penolakan

bekeria pada pengusah?.

Selanjutnya mempertimbangkan, adanya

upay&upaya' untuk 'membela . dan

mempertahankan haknya , dengan

menyebarluaskan informasi mengenai

perselisihannya dengan pengusaha, menurut

Majelis hakim merupakan upaya-upaya yang

tidak melanggar hukum dan dilindungi hukum.

Karena ,itu, alasan tersebut tidak dapat

digunakan untuk melakukan pemutusan

hubungan kerja terhadap pekerja.Sehingga,

Majelis Hakim mengabulkan pemutusan

hubungan kerja dengan alasan menolak mutasi
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dan bukan,berdasarkan kesaldran berat atau

alasan mendesak sebagaimana disampaikan

pengusaha, Oleh karena penolakan mutasi

tersebut merupakan . pelanggaran atas

perjanjian kerja, pkaja befiak atas sejumlah

konpnsasi pernutusan hubungan keria yang

terdiri dari uang pesangon sesuai 1 kali Pasal

156 ayat {2), uang penggantian penghargaan

masa kerja sesuai 1 kali Pasal 156 ayat (3) dan

uang penggantian hak sesuai dengan Pasal

156 ayat (4), hak cuti yang belum diambil serta

upah yang belum dibaya*an hingga putusan ini

diputus.

Melihat pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan Hubungan, lndustrial DKI Jakarta

diatas, dapat disimpulkan bahwa pengusaha

memiliki hak muljak untuk melakukan mutasi,

karena adanya surat pernyataan , pekeria

sebagai bagian syarat kerja atau perjaniian

kerja, sehingga pekeria berkewajiban untuk

melaksanakan mutasi. Apabila pekerja menolak

mutasi, pekerja dapat melakukan upaya-upaya

untuk mempertahankan hak dengan ketentuan

tetap rnelaksanakan kewajibannya untu* tetap

masuk bekerja seperti biasa. Oleh karena,

apabila pekerja rnenolak mutasi dengan cara

tidak masuk bekerja, maka pekerja dapat

dikualifikasikan mengundurkan diri

sebagaimana diputuskan Pengadilan Hubungan

Indrtsfrid @a Fergdilan l,legeri lGndai, ],1o.,:

04/G/m0dPlll.lffiad, trggd 15 Septermer m06.

Perlu disampaikan, bahwa dari pertimbang-an

Maie*s Hakim Pengadilan Hubungan lndustrial

khususnya' pada Pengadilan- Negeri Kendad,

disarnping pertirnbangan mutasi, menurut

hemat kami ada 2 (dua) hal yang perlu

rnendapat perhatian,,sehubungan dengan hak

pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya

kaena dikudifikasikan mengunrlurftan diri yaitu:

a. ,Uang penggantian hak sesuai ketenfuan

Pasal 156 ayat {4}, , khususnya untuk uang

penggantian perumahan serta pengobatan

dan prarratan ditetapkan 15Yo dari uang

' pes&gon , dan/atau uang penghargaan

masa kerja bagi yang memenuhi syarat.

Majelis Hakim mempertimbanElmn bahwa,

oleh karena pekerja tidak bertrak atas uang

pesangon, uang penghargaan masa kerja,

maka penggantian hak atas perumahan

'' dan pengobatan sebesar 15% dari

pesangon dan uang penghar:gaan masa

kerja haruslah ditolak. Hal .ini sesuai

dengan Surat Menteri tenaga Kerja dan

Transmigrasi Rl No. 8.600/MEN/SJ-

HKM|U2005 tanggal 31 Agustus 2005

perihal uang pengganfian perurnahan serta

pengobatan

b. Uang pisah, sesuai ketentuan Pasal 168

ayat,(3) bahwa mengenai besamya dan

,pelaksanaan uang pisah diatur dalam

perjaniian kerja, peraturan perusahaan atau

, pejaniian kedabersama.
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Oleh karena, besaran dan pelaksanaan

uang pisah tidak diatur perusahaan dalam

Perjanjian Kerja,. Peraturan Perusahaan

atau Perjanjian Kerja Bersama, oleh

karena, pekerja berhak atas uang pisah,

maka Majelis Hakim menetapkan sendiri

besaran uang pisah dengan mempedomani

perhitungan uang penghargaan masa kerja,

sebagaimana diatu,r Pasal 156 ayat (3).

PINDAH KERJA ANTAR BADAN USAHA
TIDAK SAMA DENGAN MUTASI

Seiring dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta diikuti

dengan semakin ketatnya persaingan

diantara dunia usaha, mendorong timbulnya

pengelolaan dunia usaha melalui kelompok

usaha, group usaha atau llolding

Company. Maksud pengelolaan dunia

usaha yang demikian adalah untuk

mensinergikan berbagai aspek, seperti

aspek SDM, keuangan, perpajakan, mega

marketing dan befiagai aspek lainnya.

Sementara di sisi lain, keuntungan yang

diperoleh dari pengelolaan perusahaan

melalui kelompok usaha atau holding

company, antara lain; mandiri dalam hal

resiko; biaya operasional lebih efisien; hak

pengawasan lebih besar; pengontrolan

lebih mudah dan efektif, kemudahan

sumber modal; dan ,akurasi keputusan yang

di€ffibil., Namun ,seeara yuridis, pengelolaan

perusahaan yang demikian, kemandirian atau

kedudukan hukum dari rnasing-masing

perusahaan atau Badan Usaha yang bergabung

ke dalam kelompok usaha atau Holding

Cornpany tidak menghilangkan tanggung jawab

sebagai subyek hukum.

Terkait dengan aspek SDM, khususnya

hubungan kerja antara pekerja dengan

pengusaha,'pengelolaan perusahaan dalam

KClompok tfsafia atau Hotding Company tidak
.1'.

menimbulkan akibat hukum dalam

pelaksanaannya. Namun, pada saat adanya

pemindahan pekerja antar badan usaha dalam

suatu kelompok usaha atau Holding Company.

Hal " tersebut, dapat menimbulkan dampak

hukum yang terkait dengan peraturan

perundagundaqar ketenagd<ajaan lfirsusnya

nsryarqkrt'huburgm kaia. Penirddran pekaja

daltrn satu kdonpok usdra atau Holding Oonpany

ditinjzu mpd< huhrngan kaja, berdmarka hukum

keperdataan dddt bersifat pelutrgtrt yang

ndd<ukar ikatan hubungan kerja antara pekaja

dergar pngusdn, sehirgga fuqan admya

par*nddrm peksja antaa Badan tJsdra dalafn

sldu felonpok usafra atau Fldding Conpany dapat

dikat*m seb4jd penfrdahan huhngan kerja atar

perind$m perjanjian kerja karena telah terjadi

penrbahm pih* pergusfia atar penberikaia.
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Dengan danya perubahan pihak pengus*a

atau pmberi k*ia dalam suatu perpnjiar fteria,

tirnbul pertanyaan, bagairnana bila seandainya

pekefa ti&ak bercedia' untuk pindah 'apakah

dapat dikatakan menolak'perintah (riiutasi), dan

bagaimana bila pekerja bersdia.

Secara keperdataan, hubungan keda

bersifat pemeorangan antara pembed

kerialpengusaha dengan pekeria yang

dilakukan berdasarkan kesepakatan, sehinga

pemindahan peke{a antara pengusahahdan

usaha yang berbeda diperlakukan: adanya

kesepakatan dari pekeda. Tidak adanya

kesepakatan pekerja atau pekeria tidak

bersedia untuk pindah pada perusahaan/badan

usaha yang baru, tidak dapat dikategorikan

sebagai mengundurkan diri atau menolak

perintah. Hal tersebut sesuai putuqg4

Mahkamah Agung No.175 l(/PH1/2007 tanggal

24. September 24A7, dalam pertimbangan

hukumnya mengemukakan bahwa kesediaan

pekerja untuk dimutasikan ke PT. B dari PT.A

tidak dapat dianggap sebagai mengundu*an

diri, karena ketidakjelasan kedudukan dalam

hukum pekeria dan mutasi tenebut dalam

kenyataannya sudah teriadi pemutusan

hubungan kerja antara P-f. A dengan pekeria,

yang selanjutnya telah teriadi hubungan keria

baru antara pekeria dengan PT. Bf karena

diantara PT. B dengan PT. A merupakan

Badan Usaha'yang berHa.' ' ',

'AdapU* keputuSan PT.A untuk melakukan

'",,mutaSi " tertradap pekeria ke PT. B,

:,'m€rup?kan fakta telah ny-ata bahwa PT. A

' telah, melakukan pemutusan hubungan

keria {FHK} secara sepihak kepada pekeria

tanpb' dasa*,yang lelas.

' Sehingga. prlu mehyatakan hubungan

keria plfts; dengan rnenghukum PT. A

nemberikan ' kepada pekeria uang

pesangon 2 x, uang penghargaan masa

kaja mwai Pasal 156 ayat (2)dan (3) UU.

No. 13 Tahun 2003, uang THR Tahun 2005,

uan(| pnggantian cuti tahun 2005, upah

bulan Agustus 2005 dan upah bulan

September 2005 sampai dengan bulan

Februari2006.

Dengan, pertimbangan tenebut Mahkamah

,,Agung membatalkan putusan Pengadilan

Hubungan lndustrial , pada Pengdilan

, , Negeri,Tanjungkarang No.: 05l6B0m/PHl-

: PN.Th tanggal 14 Nopember 2006 yang

mempertimbangkan bahwa pekeria tidak

menjalani mutasi yang diberikan oleh

Perusahaan ke PT.B dengan alasan

tidak jefas dianggap sebagai

pelanggaran disiplin. Menolak

perintah .atasan adalah alasan yang

. tidak benar. Sehingga memutuskan

. menyatakan sah Surat Keputusan

PHK pengunduran diri yang dilakukan

' Feng,usaha. ,- .
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V. MENGATUR'PELAI(SAfIIAAN MUTASI.

Peraturan perundang-undangan

ketenagakeriaan secara umum telah rnengatur

mengenai hak dan kewajiban antara' pekeria

dengan pengusaha. Akan tetapi mengenai

pelaksanaan mutasi itu sendiri Undang-undang

ketenagakeriaan tidak mengaturnya, walaupun

secara eksplisit ada mengatur salah satu hak

pekeria, bila teriadi pemutusan hubungan kerja,

yaitu uang panggantian hak atas biaya atau

ongkos pulang untuk pekeria/buruh dan

keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh

diterima bekerja rt.

Oleh karena, mutasi merupakan kebijakan

perusahaan dan tidak diatur bagaimana

pelaksanaannya dalam peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan, sehingga mutasi

tersebut dapat dikatakan merupakan bagian dai

syarat kerja yaitu hak dan kewajiban antara

pengusaha dan pekerjalburuh yang.belum diatur

dalam peraturan perundang-$dangsn tr.

Dari pembahasan diatas, bahwa

mutasi adalah bagian dari pelaksanaan

hubungan kerja dan merupakan kebijakan

pengusaha untuk mencapai tujuan perusahaan.

Namun, dalam prakteknya dapat menimbulkan

perbedaan persepsi bagi pekerja dan bahkan

dapat'mengarah, pada. moral hazard terhadap

pelahsanaan mutasi itu sendiri.' Untuk

rneneegah hal tersebut, maka sangat diperlukan

adanya : pengaturan pelaksanaan mutasi di

perusahaan

Pengaturan Syarat kerja yang

didalamnya, termasuk mengatur mutasi,

pengaturannya dapat dilakukan melalui

Perianjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau

Perjanjian Kerja Bersama. Oleh karena,

Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja

Bersama dis'amping sebagai sarana hubungan

lndustritF3 'juga merupakan wadah pengaturan

pelaksanaan dari Undang-undang

Ketenagakeflaan Nomor 13 Tahun 200314.

Sehingga perjanjian kerja, peraturan

perusahaan, perjanjian kerja bersama

merupakan' sumber hukum yang bersifat

otonom di perusahaan, sifatnya mengikat bagi

pekerja dan pengusaha.

Perlunya pengaturan pelaksanaan mutasi

dalam Pedanjian Keria, Peraturan Perusahaan

atau Peflanjian Kerja Bersama, sesuai

pertimbangan putusan Pengadilan Hubungan

lndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor : 158/PH|.G/2007/PN.JKT.PST,

tanggal 30 Agustus 2OO7 bahwa, untuk

rr Pasal 156 ayat (3) huruf b UUKNo. 13 Tahun 2003.
12 Penjelasan Pasal I I I ayat (l) huruf c UUK. No. l3 Tahun 2003.
13 Pasal 103 UUK No. 13 Tahun 2003.
ta 

Pasal 8l ayat (2), Pasal 93 ayat(5), Pasal 158 ayat (4), Pasal 162 ayat.(Z) dan Pasal 168 ayat (3) UUK
No. l3 Tahun 2003.
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menjamin ' hak pengusaha melakukan

mutasi, , maka pelaksaRaan mutasi,rperltt

diatur dalam Perjanjian Kerja,, Peraturan

Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama:

Oleh karena, melalui perjanjian' kerja,

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja

' bersama, terdapat ruang untuk d:ialoE

antara pekerja dengan pengusaha

mengenai pelaksanaan mutasi tersebut.

Melalui pengaturan tersebut, pelaksanaan:

rnutasi dapat dilakukan secara 'adii

(Fairness), transparan alasan dan

tujuannya (Transparancy), menjamin

kejelasan pelaksanaan mutasi

(Akuntabiltas) dan menjamin di dipatuhinya

peraturan tersebut (Responsibl/rfy)., Sebagai

perwujutan prinsip pengelolaan perusahaan

yang baik (Good Corptorate Governance).

PENUTUP,

Sesuai perkembangan pelaksanaan

hubungan lndustrial, dimana antara

pengusaha dengan pekerja/buruh adalah

saling membutuhkan, dan tidak dapat'saling

meniadakan antara satu dengan.yang lain.

Sehirigg a -,pelaksanaai. m Utasi ft ak daliat I agi

dikatakan sepenuhnya merupakan hak mutlak

atau:,hak proregratif pengusaha. Oleh karena,

mutasi temebut merupakan bagian dari syarat

kerja Demikian :juga halnya dalam !,.1

pemindahan pekerja antara'badan usaha dalam

satu group atau kelompok usaha atau Holding

Company tidak dapat dikatakan sebagai mulasi.

Untuk mencegah timbulnya moralhazard dalam

pelaksanaan hubungan keria, diperlukan

adanya pergaturan pelaksanaan mutasi atau

pindah keria dalarn satu perusahaan, kelompok

usaha'ff'olding company yang dituangkan dalam

Perianjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau

Pe{anjian Kerja Bersama. Dengan adanya

pengaturan tersebut, maka pelaksanaan rnutasi

atau perpindahan pekerjaan dapat dilakukan

secara adil, transparan, akuntabilitas, dan dapat

dipertan g gu ngjawabkan.

Dengan demikian timbulnya perbedaan

persepsi' dipihak pekerja/buruh terhadap

kebijakan pengusaha'dapat diminimalisir.

Sekian dan" terima kasih.
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PROTED{H.AT'DIT
YANG PERLU DIPAHAMI DALAM PENGADAAN TANAH

DI LINGI(UNGAN DEPNAKERTRAN'

I. PENDAHUIUAN

Sejak bergabungnya Departemen

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

bergabung Tahun 2001 dan Aparat

Pengawasan di lingkungan lnspektorat

Jenderal yang semula masuk kelompok

jabatan struktural ' ber0bah menjadi i

fungsional. Perubahan tersebut

mempengaruhi Tugas Pokok Dan

Fungsinya termasuk diantaranya

kemampuan individu, skill,knowledge t

pendidikan formal dan p'enOidikan i

penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor

(JFA) sebagai bagian persyaratan yang

harus dimiliki. Dalam tulisan ini memberi

pemahaman bagi Auditor dan pihak

Auditan/obyek yang diperiksa dalam !

prosedur, mekanisme serta proses

pengadaan tanah menjadi semakin

dominan, sebagai konsekuensi dari

perkembangan antar sektor,khususnya

sektor lndustri yang berakibat langsung

pengaruh alih fungsi dan penggunian

lahan.

lni menuntut para birokrat untuk lebih hati-

hati, selektif serta bijaksana dalam

menyusun dan memilih arltematif atas

lahan, yang mengalamii alih fungsi. Gejala

ini paling tidak dapat diamat|, dan

dituhffian' beberapa"irahan tertulis dari

Pernedntah antara lain berupa undang-

undang, Peraturan Pemerintah, Dan

Keputusan Presiden/KEPPRES, sampai

dengan kebijakan Badan Pertanahan

nasional (BPN), suatu lembaga negara non

Departemen, yang diberi tugas dan

kewenangan untuk membidangi

pertanahan.

Masalah-masalah yang mungkin

timbul proses dan mekanisme pengadaan

tanah, mengarahkan fungsi-fungsi terkait,

termasuk tugas pengawasan fungsional

untuk senantiasa agar dapat mengikuti

perkembangan, sehingga para Auditor

Depnakertrans dapat melaksanakan tugas

fungsinya lebih mendalam dan masuk

langsung sasaran pemeriksaan.
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PERMASALAHAN. I

1. Dalam pengadaan tanah dilingrkungan

Depnakertrans sudah pasti melibatkan

instansi-instansi terkait dengan segah

permasalahannya

2, Studi Kelayakan dalam memilih lokasi

dan data lokasi.

3. Keabsyahan kepemilikan.

4. Harga Dasar Tanah,Pemilihan Harga

,Penetapan Harga,

5. Pembayaran menyangkut Pelepasan

Hak dan Pertanggungjawaban

keuangan.

ANALISIS PERMASALAHAN.

1. OrganisasiPanitia

Untuk melaksanakan proses pengadaan

tanah, biasanya satuan/unit kerja,

menyusun dan menetapkan organisasi

panitia. Pengisian personilnya terdiri dari

fungsi-fungsi terkait dalam organisasi unit

antara lain meliputifungsi :

- Perencanaan

- HukumlSekretariat

- Keuangan

Serta dari luar organisasi yang

berhubungan dengan proses pengadaan

tanah yang merupakan konterpart

daripada unsur/fungsi dari daiam

organisasi tadi, diatur dalam KEPPRES

atau Surat edaran BPN.

.Tingkat/[evsl, :jenjang yang diminta

, i' dimaSukan kedatam ' 'unsur panitia

, ', disesuaikan dengan klasifikasi pengadaan

, , antara lain menurut;

- luas tanah yang diperlukan, untuk

dibebaskan

nilaipengadaan tanah

Dari klasifikasi tadi, dapat disusun, dipilih

dan ditetapkan tingkat jabatan yang mana,

yanE didusukan dalam unsur Panitia,

Artinya,.:.dari unsur Pemerintah, dapat

diffiapkan jenjang Kepala Kecamatan,

' Kepala Daerah Tingkat ll, atau kepala

Daerah Tingkat, l. Apabila persyaratan

temebut telah benar, dapat dipenuhi

dilanjutkan penyusunan alternatif dan

penetapan, difuangkan dalam Surat

'keputusan, ,, yang disyahkan oleh

Kepala/Femimpin Unit.

2. : ,Studi,Kelayakan

a. Memilih lokasi,usaha :

Panitia diberi' tugas antara lain

mengaiukan usul untuk pemilihan

lokasi. Oleh karena itu Pemeriksa/

,' Audihr dapat mengawali

pemeriksaannya dengan pernyataan :

1. Apakah''usulan lokasi lahan telah

dipelajari dan tidak menyalahi Tata

T.uang Kota ?

F
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2, Apakah dengan pengembbngan uiaha

pada lokasi tersebut tidak menirnbulkan

antisipasi (kecernburuan sosial) atau

kesenjangan .dengan kepentingan

umum?

3. Suatu misal; apabila, lokasi tersebut

untuk pernmpatanlpengembangan unit

mesin, apakah suara deru mesin tidak

menimbulkan polusi ? Misalnya untuk

BLK lndustri,

4. Apakah pernilihan lokasi tersebut telah

didukung oleh suatu Analisa dampak

Lingkungan (AMDAL) ? Jka ya,

dapatkan bukti pendukung .atas

pernyataan AM DAL tersebut.

5. Periksa apakah AMDAL tersebut'telah

mendapat persetujuan dari instansi

yang berutrenang ?

6. Dari AMDAL tersebut yakinkan;,bahwa

kemungkinan terjadi -ipenyimpangan,

yang dapat menimbulkan protes,

kekecewaan umum telah diminimalisir

sekecilmungkin.

7. Yakin pemilihan lokasi tersebut dengan

melakukan cek fisiUpemeriksaan

lapangan.

L Apabila kondisi rnemungkinkan,

lakukan lvawancara , dengan

masyarakat sekitar lokasi, sebagai'cek

silang.

data lokasl:

,..;, Dalam,per,kembangan terakhir, akibat dari

semakin dominannya fungsi tanah, yang

,berakibat langsung pada tingginya nilai

ekonomi, atas tanahllahan, merupakan

. ; gejala meningkat pula kasuslsengketa

yang timbul. Dari kondisi seperti itu,

Pemeilksa .l Auditor dapat mengawali

Frneriksaannya dengan pemyataan

antara lain :

1. Apakah lahan/lokasi yang ingin

. '-dibebaskan tersebut telah diyakini

:+- ' keabsyahan atas kepemilikannya?

2. Apakah Panitia telah melakukan

inventarisasi atas lahan, bangunan,

berikut tanaman, yang mendapat

gantirugi?

' ',, ,dan, menetapkan bdtasan,

. ,1. ,1, :. peraturan atau @oman dana

petunjuk, untuk pembebasan

4. Dapatkan data mengenai Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) atas

tanah/lahn yang dibebaskan.

Yakinkan bahwa perhitungan NJOP

tersebut telah benar dan telah
'disyahkan oleh kantor pajak

setempat,

Apakah Panitia telah 'melakukan

penEkuran luas tanah, ' dan

meyakinkan batas-batas tanah

dengan pihak BPN ?
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konfimrasi, dergan BPN mengenai

status Hukum atas tanah yang

dibebaskan.

7. Apakah Panitia/tim telah meyakinkan

: bahwa tanah/ffiasi tensebut tidak

dalam status sengketa ? apakah

pemyataan tidak dalam status

sengketa tersebut disahkan oleh

' pejabat yang berwenang ? minimal

Kepala Kecamatan ?

8. Apakah tanah/lokasi tersebut tidak

dalam status jaminan Bank ?

9. Dapatkan Rerrcana Umum Tata

Ruang (RUTR) dan lakukan cek silang

dengan gambar RUTR yang

disyahkan oleh PEMDA atau

BAPPEDA.

10. Apakatr pemilih lokasi tersebut tidak

bertentangan dengan RUTR?

Yakinkan dengan rekomendasi dari

BAPEDA. Apabila OBRIK belum

mend apatkan/memperoleh

rekomendasi dari BAPPEDA, siapkan

saran rekomendasi dari Pemeriksa.

Agar didukung dengan referensi dad

BAPPEDA mengenai RUTR,

..

c. Keabsahan bukti pemilikan :

Buktirpemilik tanah terdiridari hak milik, hak

" guna bangunan {FIGB) dan juga hak sewa.

Apabila kurang teliti Panitia dapat tertipu,

r. .karena HGB'mirip-mirip dengan hak milik.

Kemiripannya pada faktor penggundyang

memanfaatkan yang dilaniutkan dengan

, yang berkewajiban membayar pajak atas

manfaat lahan itu.

Penierilrsd'dapat," meyakinkan status

tmah yfig dibebaskan dengan strategi

pemeriksaannya diawafi dengan :

1: Daflarkan sertiftat atas nama

pemilik, atau terdiri dari beberapa

pemiiik tanah/lahan yang

:dibebaskan, Sertifikat tersebut

: biasanya merupakan bagian dari

dokurnen pelepasan hak.

2. hlajari dan yakinkan status tanah

' 
tereebut, hak milikitanah waris/adat,

hak guna bagunan (HGB) atau

" tanah sewa ?

Lanjutkan dengan Wawancara,

konfirmasi'dengan pejabat PEMDA

(lurah, camat) mengenai status

, ' kepemilikan dan Surat-surat tanah

tersebut.

." '3' 'BandinEan ,bukti pemilikan

(sertfrikat) tersebut dengan daftar

yang disusun oleh Panitia, apakah

nama yang tercantum dalam

, sertifi*at 'tersebut cocok dengan

nama kepemilikan"'yang, terdaftar

oleh panitia ?

',' . '3. Apabila " HGB, apakah sudah

:. ' "dicoa*kan, antara l{GB dengan

masa penggunaannya ?
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Yakinkan. .v

Auditan/ OBRIK dan mintakan bukti

pendukung , l

Apakah Panitia telah menyusun

daftar Bangunan dan tanaman di

atas tanah/lokasi yang dibebaskan

Apakah dalam menetapkan harga

telah mereferensi dari harga yang

disusun/disyahkan sleh PEMDA

yang membidanE bangunan dan

untuk Tanaman yano membidangi

Pertanian ?

Harga Dasar;

Untuk pengadaan tanah,

panitia pengadaan tanah, tidak

menyusun Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) tetapi melakukan penafsiran

harga dengan referensi harga pasar,

serta melakukan pendekatan dengan

pemilik lahan. , Sehingga dapat

diperoleh altematif harga,yang wajar,

tidak merugikan negara tetapi juga

tidak berarti merugikan - masyarakat

peqilik tanah yang dibebaskan.

Auditor dapat, mengawali

pemeriksaannya untuk mendapatkan

referensi harga dasar,Audit'dapat

diawalidari :

m menetapkan harya apakah

...i!'::,. ' Panitia mereferensi harga dasar ?

"i '' Apakah harga dasar tersebut dapat

: : . dibandingkan dengan har:ga jual tanah

. disdcitar lokasi dan disyahkan oleh

Luratrlearnat setempat ? '.

2. Yakinkan bahwa referensi harga

tersebut masih up to date, masih layak

dijadikan referensi harga,

3.' Lakukan Wawancara dengan Kefua

P,g_nitia Pengadaan, langkahJangkah

':.:,:,., ,:apq saja yang telah dilakukan untuk

' -,....'inendapatkanreferensiharga.

4. Apakah panitia telah memperoleh pula

, Nilai Jual obyek pajak (NJOP), yang

disyahkan oleh carnat'?

5.' Yakinkan, bahwa harga alternatif yang
j ' 

disusun oleh Panitia tersebut telah

disyahkan oleh Kepala unit ?

Pemilihan harga:

Langkah berikutnya Auditor dapat menguji

kebenaran hargg yang.dipilih oleh Panitia,

bahwa harga yang dipilih wajar dan dapat

dipqrtqqgunEiawabkan, ffimenuhi

posedur dan proses pemilihan harga, lni

' dilakukan untuk. menghindari pemilihan

:harga yang tidak wajar, yang'terbuka

peluang' 'atas paksaan pihak tertentu,

bahkan salah'satu unsur anggota panitia

pengadaan tanah. : :

A
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Untuk 'itu Auditor dapat ,'mengawali

pertanyaannya dari:

1. Apakah ,pemilihan ,haqa diikuti oleh

semua unsur/anggota panitia? :',

Buktikan dengan dokumen pendukung,

misalnya berita Acara pernilihan harga,

yang disyahkan oleh semua anggota

Panitia.

2. Apakah harga yang dipilih oleh panitia

telah menunjukkan harga yang paling

murah dan layak ?

3. Apakah pemilihan harga tersebut dipilih

dari urutan nomor satu yang paling

murah ?

Tetapijuga kondisi tersebut layak siap

dibangun ? tidak perlu lagi dilakukan

pengurukan/pematangan tanah ?

4. Apakah harga yang layak tersebut

sudah dibandingkan/ dengan harga

tanah sekitarnya' yang disyahkan oleh

Lurah atau Camat?

Penetapah Harga:

Dari usulan Tim, lakukan pengamatan dan

pelajari untuk meyakinkan bahwa usulan

tim tersebut telah mengikuti prosedur dan

evaluasi yang benar, Untuk itu pemeriksaan

dapat dilanjutkan dengan pertanyaan :

1. Apakah panitia menyusun befita Acara

Musyawarah Harga?, Apakah

, Berita Acara tersebut disusun secara

, kronologis, lengkap, ' jelas sehingga

dapat dicapai kesepakatan hdrga ? .

2. Apakahdaftar evaluasi harga telah

disyahkan oleh semua anggota Tim ?

dengan cara mencantumkan tanda

tangan anggota tim ?

3. Apakah Tim mengusulkan dari harga

yqS- paling murah atas 3 (tiga)

altematif ?

tYaitu 
termurah l, termurah ll, dan

termurah lll?

4. Jika ya lanjutkan - bandingkan dengan

harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk

meyakinkan kondisi tersebut.

5. Lanjutkan dengan pemeriksaan

pengumuman/pemberitahuan kepada

PEMDA atau pemilik tanah.

Yakinkan, apakah kepala unit

sudah memberitahukan PEMDA

dan pemilik tanah.

- Yakinkan bahwa pemberitahuan

tersebut telah diterima oleh pemilik

tanah.

- Yakinkan bahwa dalam masa

sanggah tidak teriadi sanggahan.
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,3. Tahap Pembayaran :

a. Pelepasan hak

Curiga profesi bagi Auditor

hukumnya wajib, sebagai ciri untuk

memberikan motivasi agar lebih banyak

mempelajari referensi. Oleh karena itu

tahapan berikutnya yang tidak kurang

penting untuk diperhatikan bagi Auditor,

adalah tahap pembayaran.

Dalam proses pembebasan tanah,

dikenal adanya Surat Pelepasan Hak

(SPH) yaitu semacam "tjab kabul"

bahwa pemilik tanah/lahan yang

dibebaskan secara hukum telah

melepaskan hak pemilikan atas

tanahnya. lni merupakan "Syarat

kunci" untuk pelaksanaan tahap

' berikutnya, yaitu tahap *transaksi"

' jual-beli atau "pembayaran".

Surat Pelepasan hak, menjadi

dokumen otentik, mempunyai kekuatan

hukum apabila ditandatangani atau cap

jempol/ibu jari oleh pemiliknya (ahli

warisnya) di atas materai secukupnya

serta disyah-kan paling tidak oleh

kepala kelurahan / desa dan kepala

kecamatan.

Pemeriksaan atas Surat pelePasan

Hak (SPH) dapat . diawali dengan

langkah-langkah berikut :

Dapatkan dokumen SPH dari

Panitia/Sekretaris Panitia. Apabila telah

diperoleh, lakukan pengamatan dan

pelajari;

1. Apakah SPH tersebut telah

ditandatangani oleh pemiliUahli

waris atas tanah yang dibebaskan ?

2. Apakah tanda tangan/cap :'ibu jar'

tersebut diatas rnaterai dan nilai

materainya cukup menurut Undang-

undanglPeraturan Pemerintah yang

rnasih berlaku ?

3":' Apakah SPH tersebut telah

disyahkan, diperkuat oleh tanda

tangan kepala kelurahan/desa,

kepala kecamatan, dan di stempel

/cap kantor kelurahan/kecamatan ?

4, Apabila dokumen SPH tersebut

, rnerupakan fotocopll, ' usahakan

untuk meminjam tindasannya, yang

dibumbuhi materai, Hal itu untuk

menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan, kemungkinan SPH asli

tetapi palsu.

Apakah didalam SPH tersebut, telah

dicantumkan lengkap, nomor

sertifikat dan nama pemilik, luas

tanah dengan benar ?

Dapatkan daftar nominatif

pembayaran dan bukti transaksi atas

pembayaran tanah/lokasi.

5.
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V. Lakukan cek silang,' apakah nama

: penerimaan uang 'derrgan jumlah

uang pada lembar transaksi sama

dengan nama, tanda tangan dan

nilai uang, yang tercanfum dalam

daftar nominatifnya ?

b. Pertanggungjawaban Keuangan :

Pembayaran/transaksi merupakan

kegiatan yang peka dalam proses

I pembebasan tanah. Bagi

Panitia/Bendahara Panitia, sebelum

melakukan pembayaran wajib melakukan

verifikasi kebenaran dan keabsahan atas

dokumen SPH.

Setelah transaksi selesai,

bendahqra/panitia dalam waktu dekat wajib

menyampaikan pertanggungjawaban

keuangan, 'agar calatan persekot

keuangannya tidak terb*a terlalu lama.

Langkah:fangkah pemeriksaan yang

memadai atas proses dan transaksi

tersebut dapat diawali dengan :

1. Dapatkan buku persekot

pejabaUpegawai dan takukan

pengamatan, catat kedalam Kertas

Kerja Pemeriksaan (KPP)antara lain :

- Nama pejabat y,anq menerima

persekot

- Nilai uang persekot yang diterima

- Keterangan'waktu {tanEgal kapan)

persekot diterima.

Keterangan peruntukan (untuk

pembayar€rn,, ' apa) persekot

'::: ' tensebut. :

2. Lanffian dengan rekap atas Proses

pembayaran tanahllokasi antara lain

meliputi:

apakah rekap pembayaran,

. berupa kuitansi atau bukti

transaksi/pembayaran, berupa

kUitansi atau ,bukti pembayaran

., ' : ':'' ' lainnya yang,syah ?

Catat kedalam KKP,,.keterangan

waktu (tanggal kapan) dilakukan

pembayaranllransaksi.

- Lakukan Evaluasi apakah jurnlah

pertanggung/iawaban sebesar

: persekot,yang dibrima ? sehingga

tidak'lebih dan tidak kurang ?

i : .-' Lakukan Ffigarsatan apakah

" ' ' suasana pembayaran dibuat

dokumenstasilfoto ?

3. Sertifikat Tanah :

Seperti diuraikan pada bagian

pendahuluan, kepengurusan tanah

semakin menuntut,: ,peftatian yang

sungguh-sungguh (apalagi tanah

negara).
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Se$ap pengadaan/pembebasan

untuk kepentingan negara, apabila

tidak . segera ditindak lanjuti dengan

usaha penyelesaian pembuatan tanda

bukti pemilikan, berupa sertifikat,

dikawatir*an lahan/lokasi tersebut

menjadi terlantar kepengurusannya,

dan itu berarti terbuka peluang

te{adinya manipulasi duplikasi

sertifikat, - atau penyerobotan atas

tanah. (Tanah negara apabila itu

pengadaan BUMN/BUMD).

Terlebih apabila penggunaan tanah

yang dibebaskan tidak segera

dilaksanakan atau mundur dari jadwal,

berakibat lebih terbuka, kemungkinan

penyerobotan penggunaan tanahllokasi

tersebut.

Auditor dapat mengarahkan

pemeriksaannya kepada penggunaan

dan pengurusan bukti kepemilikan

tanah tersebut dengan mengajukan

beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah tanah yang dibebaskan

tersebut telah dipagar ? dan
'dipasang papan nama atas instansi

yang membebaskan ?

2. Apakah tanah yang telah

dibebankan tersebul segera

dimandaatkan misalnya

d atslakan nekelaan proyek ?

3. Apakdr telah mengajukan

pennohonan kepada BPN untuk

rnembuaUrnenerbitkan Sertifikat

.tanahllokasi yang dibebaskan ?

- Jika ya, yakinkan dengan bukti

pendukung6erupa dokumen

pengajuan, dan lakukan

pencatatan pada KKP, kapan

(tanggal) pengajuan

disampaikan,. dan bagaimana

proses selanjutnya ?

: : - Yakinkan bahwa biaya

pqngurusan sertifikat tanah

.:.,. masih dalam batas wajar, dapat

dipertan ggu ngjawabkan.

4. Apabila dari hasil wawancara

diperoleh informasi adanya

anggaran dan realisasi atas biaya

pengurusan sertifikat tanah,

yakinkan bahwa nilai biaya tersebut

masih wajar, dapat

dipertarng gungjawabkan.

,5. .Dapatkan referensi yang

memberikan kelonggaran adanya

biaya pengurusan sertifikat tanah

tersebut,

IV. KESIMPULAN

Seiring , dengan tingkat kepekaan

penggulaan lahan/tanah, timbulnya gejala

tingginya nilai ekonomi daripada

tanahflahan. Akibat yang mencuat

' dimasyarakat, berbagai kasus tanah,

penggunaan, penyerobotan bahkan

pembuatan duplikat sertifi kat.
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Gejala yang terjadi dalam proses

pengadaan tanah umumnya harnp!pada

semua tahapan. Tetapi yang terkadang

cenderung dilupakan pada tahap akhir,

biasanya tersendat atau tertundanya

proses akuntansi pertanggungjawaban

atas persekot dan pembuatan akta/

sertifikat tanah. Tetapi tidak berarti tahap

awal dari proses seperti keabsahan daftar

nominatif serta Surat pelepasan hak

(SPH) dapat dinomor duakan. Oleh

karena itu sungguh tidak berlebihan'

sehingga mengundang pemerintah untuk

bertandang menyusun Organisasi

menggelar Birokrat yang seimbang

dengan masalah-masalah yang timbul di

masyarakat. Salah satunya dibentuk

jajaran pengawasan Fungsional sebagai

kelengkapan daripada pengawasan

Melekat.

Organisasi Pengawasan Fungsional

dalam suatu badan Usaha disebut Satuan

Pengawasan lntem (SPl) ini diatur dalam

PP 3/1983.

Personilnya disebut Pemeriksa (Auditor)

. " . Jgr,rg,diberi tugas dan kewenangan untuk

melakukan keglatanr- pemerksaan,,

sehingga apabila terjadi ketidak sesuaian

dengan prosedur dapat " segera

disampaikan sarana rekomendasi

penyempumaannya.

V. PENUTUP

Untuk mencegah terjadinya

penyimpangan dalam pengadaan tanah

dan -penggunaannya diminta apirrat

Depndk€rtrans yang tugas pokok dan

' {rffisinya menangani pengadaan tanah

diminta mempedomani peraturan yang

berlaku.

Oleh karena tugas-tugas pemeriksa

dihitung cukup berat, maka sudah

selayaknya apabila Pemeriksa (AuditoQ

setalu meningkatkan kemampuannya

juga rnendapat bantuan kemudahan

dalam pelaksa-naan tugas, antara lain

berupa dukungan data dan informasi serta

fasilitas lainnya yang seimbang. **

Drs.Susanfo.M[4 lnspektont Jendenl Depnakeftnns.
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NomorKep, 1 05/['ll1 985

Penunjukan Ketua

mensyahkan RPTK
penanaman modal.

Keputusan Menteri

NomorKep. 1 70/MEN/2000
Pencabutan

Nomo204l/MEN/l991

tentang

BKPM untuk

dalam rangka

Tenaga Keda' 
tentang

Kepmenaker
tentang

Keputusan Llenteri Tenaga Kerja Nomor

208 Tahun 1992 tentang Prosedur
pembedan ijin mempekaiakan TKWNAP

dan pelimpahan wewenang.
Keputusan Mederi Tenaga Ke{a
NomorKep.169/tvlEN/2000 tentang
pencabutan Keputusan Menaker

NomoKep.105lMl1977 tentang
pelimpahan wewenang pemberian ijin kerja

bagi tenaga asing yang akan beke{a
dalam rangka koordinasi Penanaman

Modal dan Kepmenaker

'm. Keputusan lfienteri Tenaga lGria Nomor

Kep-223/Men/2003 tentang Jabatan-

jabatan di Lembaga Pendidikan yan

dkwualikan dad kewajiban membayar

kompernasi.l

n. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor

' Kep-228lMen/2003 tentang Tata Cara

Pengesahan RPTKA.

o. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan' TransmigrasiR.l. Nomor 'Kep-

201Menlllll20A4 Tentang Tata Cara

Memperoleh IMTA;
p. Peraturan Menteri Tenaga Keda . dan

Transmigrasi R.l Nomor Per-

07/filenllll/2006 tentang Pemberian ljin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga

Negara Asing Pendatang.
j

V. AZAS PENGGUNMN TENAGA KERJA
ASING DIINDONESIA

Penggunaan TKA di lndonesia oleh
pemberi kefa (pengguna) pada prinsipnya

dalam rangka alih teknologi (transfer of
technology) dan alih pengetahuan (transfer of
knoudeilgel dari TKA kepada tenaga kerja

lndonesia serta didalam memberikan rjin

manpekerjakan TKA dalam rangka
perlindungan tenaga kerja lndonesia sesuai

dengan kebutuhan dan perluasan kesempatan

kerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut
maka dalam memberikan ijin dan penggunaan

TM perlu dipertimbangankan secara teliti dan

mendalam menyangkut 2 (dua) hal yaitu :

a. Aspek Manfaat (prosperityl

Perggunaan TKA harus memberi manfaat

terhadap peningkatan kualitas tenaga

kerja lndonesia melalui alih teknologi dan

mendorong invesrtasi serta memperluas

lapangan kerja bagi tenaga kerja

lndonesia. Dalam praKeknya penilaian

terhadap TKA dilakukan oleh

Depnakertrans dan departemen/instansi

tehnis sektoral sebagai instansi pembina

tehnis TKA yang bersangkutan.

Pelimpahan Wewenang Pemberian ljin

Kerja b4i TIffVNAP dan Penyimpangan

Waktu Keda bagi tenaga kerja yang

bekerja di Kawasan Berikat Nusantara
(PT.KBN) dan PT.(Persero) Pengelola

Kawasan Berikat lndonesia (PT.KB|).

j. Keputusan Menbii Tenaga Ke{a Rl

NomorKep.167/MEN/2000 tentang Pen-

cabutan Kepmenaker NomorKep-

208/MEN/1992 tentang Prosedur

Pemberian ljin Mempekefiakan TKWNAP

dan Pelimpahan wewenang kepada Kepala

Kantor Wayah Depnaker, Kakanwil

DePeraturan Pemerintaharpostel, Direksi

PT.(Persero) KBN, Direksi (Persero)

Pengelola KawasanBerikat lndonesia dan

Ketua BKPMD.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl

NomorKep.lTZMEN/2O0O tentang

Penunjukan Pejabat Pemberi ljin

Mempekerjakan TKWNAP untuk pekerjaan

yang bersifat sementara atau mendesa.'

Keputusan MenteriTenaga Kerja Rl Nomor

Kep-173/MENl2000 tentang jangka waktu

T]TVNAP.
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Aspek Keamanan (secunly)

Pemedntah selalu memprtimbangkan dampak
negatif dad penggunaan TM baik dibidang
sosial, politik, ketertiban dan keamanan negacr
dan masyarakat. Penilahn azas keamanan ini

dilakukan oteh Di$en lmigrasi dan berkoordinasi

dengan pihak Kepolisian, BIN dan lain.lain.
Disamping dari azas yang telah disebutkan
diatas juga peilu dipefiatikan bahwa setiap
penggunaan TFrA diharuskan adanya ten4a
kerja pendamping lndonesia. Diharapkan agar
tenaga pendamping tersebut dapat
mempercepat proses alih teknologi dan alih
pengetahuan dari TKA yang bersangkutan.

Pengalihan kemampuan dan teknologi dapat
juga dilaksanakan melalui program pendidikan

dan pelatihan secara formal melalui pelatihan

kerja intemal perusahaan maupun
menggunakan jasa pendidikan dan pelatihan

swasta.

Dasar filosofis, politis dan ekonomis
penggunaan TM berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 mempertimbangkan
beberapa asas, yaitu :

1. Asas Hubungan Bilateral
Penggunaan TM dipertimbangkan
sepanjang terdapat hubungan bilateral
antara Negara Republik lndonesia dengan

negara asal TKA (ori$n coun$ yang
dapat dibuktikan dengan adanya hubungan

diplomati. Tegasnya Pemerintah melalui

MEnakertrans mengijinkan TI(A bekerja di

lndonesia hanya yang berasal dari negara
yang ada hubungan diplomatik dengan
lndonesia.

Asas Sponsorship
TKA dapat bekerja di lndonesia hanya atas
permintaan pengguna Tl(A, artinya bahwa

Tl(A tersebut tidak diperbolehkan bekerja

secara mandiri.

Asas Manfaat
1). Pertumbuhan Ekonomi

Penggunaan TKA harus membawa

dampak positif terhadap pertumbuhan

perekonomian lndonesia yang pada

akhimya akan menciptakan

kesempatan ke{a bagi tenaga kerja

lndonesia.

2)., Pertumbuhan Kesempatan Kerja
Penggunaan TKA harus mampu
menumbuhkan kesempatan kerja
secafra langsung maupun tidak
langsung, artinya setiap penggunaan

TKA secara otomatis harus
menggunakan tenaga ke{a" lndonesia
secara proporsional sebagai
pendamping (langsung) dan
menurnbuhkan kesernpatan keda pada

sektor atau bidang kegiatan lain (tidak

langsung) sebagai muftiplrc-r effed.
Dampak pelipatgandaan ini dapat
berupa dampak hubungan ke belakang
(backward muftiplication) dan dampak
hubungan ke depan (foward
multiplication).

3)' Keseimbangan Pendapatan
Penggunaan TKA senantiasa harus

.t. rnampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pemberian
pendapatan yang seimbang dan wajar
antara TKA dan tenaga keda lndonesia.
Dalam asas ini yang perlu diperhatikan
adalah keseimbangan ddam pemberian

gaji dan upah serta pendapatan lain
antara TKA dan tenaga kerja lndonesia,
sehingga tidak tedadi ketimpangan
(disparity wages) yang akhimya
merendahkan denjat tenga kerja
lndonesia.

4). Alih Teknologi (Transfer of Technology)
Aspek ini menekankan bahwa setiap
penggunaan TKA yang dipekerjakan di
lndonesia harus bersedia mengalihkan
penguasaan ilmu pengetahuin dan

teknologi serta ketrampilannya kepada

tenaga kerja lndonesia, agar terjadi alih

teknologi.
Asas Kebutuhan

Jabatan TM adalah jabatan yang memang

belum dapat diduduki oleh tenaga kerja
lndonesia baik secara kualitas maupun
kuantitas.

Asas Selektifitas
Penggunaan TM harus didasarkan pada

rcncana kebufuhan nyata dan selektif
berdasarkan atas kelayakan syarat jabatan,

kelangkaan jabahn, dan tingkat kesulitan

4.

wO HU$n Vcf.Ure V r'l.Hltt XE-tt, nOC' 36



Asas SementaraWaktu
Penggunaan Tl(A hanya untuk sementana

waktu selama tenaga keria lndonesia

belum tersedia dan:mampu m€takanakan

pekeriaan tensebut dengan tetaP

memperhatikan pada perkembangan pasar

kerja di lndonesia

Asas Keamanan
TKA dipekefiakdn oleh pengguna TKA atlu
perusahaan harus telah mendapat seafity

cleannce dari Ditjen lmigrasi dan atau

instansi keamanan lainnYa

8. Asas Legalitas

Penggunaan TKA dalam rnempekefakan

TF.A harus memiliki ijin mempe*e$akan

TKA yang diterbitkan oleh Menteri Tenaga

Keria dan Transmigrasi

KEBIJAKAN PENGGUNMN TKA

lndonesia sebagai negam tidak

terlepas dari pergaulan serta berhubungan

dengan rcgara lain didunia, hubungan tersebut

berupa dalam bidang ekonomi, politik maupun

sosial budaya.

Dikattkan dengan diberlakukannya

pasar bebas -di lldonesia maka le{adilah arus

keluar masuknya Tl(A 'r ke :lhtfo.tpsia atau

sebaliknya Tenaga Keria'lndones'a bekeria ke

luar negeri.

bekerja di lndonesia beriumlah + 27.000 orang

dan dari iumlah tersebut yang masih memiliki

ljin Mempekeriakan Tenaga Asing (IMTA)

befiumlah I 17.0tt0 orang Tl(4.

Belum lama lndonesia mengalami

perubahan sistem pemerintahan ke otonomi

daerah, dimana pemerintah menefiitkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang

kemudian disempumakan dengan Undang-

Undang 32 Tahun 2004.

DiberlakukannYa otonomi daerah

tersebut, maka menimbulkan penaftiran dari

Pemda, bahwa mereka memi[ki'kewenangan

untuk menerbitkan iiin keria bagi f[n' fe{u
saia keinginan daerah untuk menerbitkan 

'ljin

Tl(A tersebut tidak'dapat dibenafkan. . ,

Berdasarkan gambaran' diatas maka

pemerintah menga,rybil kebiiakan hubungannya

dengan penggunaan TKA, dengan tetap

rnemperhatkan kepentingan naslsnal (national

interesf), prinsip selekti$tas (selec{ive pol,al

dan kebiiakan satu atap (one gate poliryl'

Kebiiakan dirnaksud dalarn rangka

7. mengantisipasi pelaksanaan pengrgunaan TKA

tidiLakan menimbulkan dampak rpgatif terkait

berkunngnya kesempatan keda bagi tenaga

keda lndonesia dan aspek keamanan (secunfy)

wilayah lndonesia.

Depnakertrans sebagai instansi tehnis

ketenagakeriaan secara fungsional

bertanggung jawab meniaga kepentingan

nasiond tgrsebut melalui penyusunan

kebiiakan pntffpnaan TKA, seperti perubahan

sist6m ':dalam' penggunaan TI(A melalui

penp$tsun penaturan paUndang-Undangan

Tl(A disesuaikan'dengan tuntutan globalisme,

otonomi daerah dan demokrasi melalui
''' 

peningkatan pelayanan penempatan dengan

menempatkan sebanyak mungkin angkatan

keria dan memanfaatkan peng$unaan Tl(A

yang lebih brarah, terkendalidan rasional.

Kebijakan Penggunaan TKA 
.dalam

. .rangka, otonorni daerah perlu diperhatikan 2

(dua) halyaitu:

1. Kebii*an, penggunaan TKA terkait erat

dengan orang asing yang diatur dalam

Unding-tlndang Nornor 9 Tahun 1992

tentang Keimigrasian, sehingga

keberadaan TKA harus berdasarkan

kebijakan sadngan (sefecfrve policyl'

dalam arii bahwa Pemerintah hanYa

rnernbedkan iiin kepada orang asing atau

TKA untuk rnasuk, tinggal dan bekeria di

wilayah lndonesia.

2. Keberadaan TKA terkait dengan

hubungan internasional, sehingga

penga[urannya tidak seluruhnya da.ryt

dilaksanakan didaerah, sehingga lalu

lintas orang asing di lndonesia' harus

melalui satu pintu (one giate palicy\

vt.

dengan memperhatikan perkembangan

pasir keria. APabila masuknYa TKA

melalui banYak, Pintu, maka akan

*-
1
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rnenimbulkan dampak negatif bagi tenaga

keria lndonesia serta aspek 'keamanan

wilayah, lndonesia. Disamping aspek

. tersebut juga perlu diperhatikan posrffue /isf

terkait posisi dan kedudukan, jabatan yang

terbuka bagiTM.
Berdasarkan pertimbangan

tersebut diatas, maka kebijakin pemberian

ijin mempekerjakan TKA, khususnya
pengesahan Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (RPTI(A) dan ljin

Mempeke{akan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) menjadi kewenangan pemedntah
pusat dengan tujuan guna mengendalikan

masuknya orang asing khususnya TKA
dapat dilaksanakan dengan baik dan aman

seidng dengan kebijakan keimigrasian
yaitu primip selektifitas dan kebijakan satu
pintu (one gate policy)

VII. DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN
KETERAMPILAN (DPKK)

Mengacu kepada kebijakan disebutkan

diatas, maka kaitannya dengan penarikan

DPKK tetap menjadi wewenang pemerintah
pusat dan bukan kewenangan daerah
Kota/Kabupaten, karena DPKK merupakan
kompensasi atas penggunaan TM dan bukan

retdbusi, oleh sebab itu KabupateilKota tidak
dapat memungut retribusi atas penggunaan

TKA. Apabila DPKK dianggap sebagai retribusi

di khawatirkan daerah Kota/Kabupaten akan

sebanyak mungkin mendatangkan TKA untuk
mendapatkan retribusi guna peningkatan

Pendapatan Asti Daerah (PAD) yang

bertentangan dengan filosofi penggunaan TM.
Hal ini didasarkan pada Undang-Undang

Nomor 20 tahun 1999 tentang Pendapatan

Negara Bukan Paiak (PNBP) dan Peraturan

Pemerintah Nomor 92 tahun 2000 tentang Tarif
Atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak
yang beilaku pada Depnakert-rans. Berdasarkan
pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20

tahun 1997 ditetapkan bahwa PNBP adalah

seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang

tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Sebab itu apabila ada perafuran daerah

iperOa) yang mengatur masatah ini adalah

tidak, sejalan dengan peraturan yang yang

: lebih tinggidan berlaku;

vilt. TATA CARA MENDAPATKAN tJttl
METIPEKERJAKAN TENAGA ASING (ltulTA)

Sebagai dasar pemberi kerja untuk
meraperoleh IMTA.. 

-adalah 
Undang.undang

Nomor 13 Tahun 2003, Kepmenakertrans
Nomor Kep. 228lMenl2003 dan
Kepmenakertrans Nomor Kep.20/Men/iln0B

'sebqgaifilana telah di6ah dengan Peraturan
,.fvtenteri,,Tenaga. rerja dan Transmigrasi R.l

Nomor Per-07/[,len/lll/2006

'Undang-Undang Nomor 13 tahun
2003 ,terdapat 11 ketentuan yang mengatur
TlG, yaitu meliputi:

1. Setiap pemberi kerja yang

mempekojakan tenaga kerja asing wajib
merniliki,,izin tertulis dari lvl,enteri atau
pejabat yang ditunjuk.

, Kewaiilan untuk memiliki izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk, tidak
bedaku bagi perwakilan negara asing
yang mempergunakan tenaga kerja asing
sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
Pemberi kerja orang perseorangan

dilamng mempekeriakan tenaga kerja
asing.

Tenaga kaja aing dapat dipekerjakan di
lndonesia hanya dalam hubungan kerja
untuk jabatan terlentu dan waktutertentu.
Tenaga kuia asing yang masa kerjanya

habis dan tidak dapat diperpanjang dapat
diganti oleh tenaga kerja asing lainnya.

Pemberi kerja yang menggunakan tenaga

keria asing ,harus memiliki Rencana

Penggunaan Tenaga Keria Asing

(RPTKA) yarq disahkan oleh, menteri atau

pjabat yang ditunjuk.

RPTKA tidak berlaku bagi instansi

pemerintah, badan-badan intemasional

2.

4.

7.
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, 
" P be- kerja teniga ke{a asing waiib : | 7 Copy bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan

a. Menaati ketentuan niengenai jabatan'dan I l*p.|!f3sarkan urn{anqundang Nomor 7

standar kompetensi yang berlaku I tahun 1981 yang masih berlaku

b. Menunjuk renasa,' rrdrjd warsa Nesara L..* ,^lt*l'91- lTS-,f-nq!^T1T ^l,qli*niJroi;iil i lebih dari 50 orang.dimohonkan kepada.Dirjen

untuk atih tehnotosiornirifii"'itiJn." 
""' 

I :t"9ll*:,1,^ly:'9--|3'*:!"jfi9...9,,?nlll
c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan I S (tima) tahun dan daiat diperpanjarg Oiengail

kerja bagi Tenaga Kerja lindonesia (TKl) j waklu yang sama dengan memperhatikin kondisi
sesuai dengan kualifikasi jabatan yang i pasar kerja dalam negeri.
didudukioleh TKA.

Persyaratan perpanjangan RPTKA, harus
d. TKA dilarang menduduki jabatan yang i dilengkapi:

mengurususi personalia danlatau jabatan-

il#;il;;ir:'*"-" -**" i 1. $:-n pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan.

e. Pemberi kerja wajib membayar kompensa"i i

atas setiap tenaga , kerja asins ril i 2' :,:g^^9:tuttn RPTKA vans akan
diperpanjang.dipekerjakan, kewajiban membayar it'--"

kompensasi tersebut tidak berlaku bagi I Seta4ufrya bagi pemberi kerja yang akan
instansi pemerintah, penrakilan negara i mernpe*edakan Tenaga Kerja Asing, yang
asing, badan-badan intemasional, lembaga i bersangkutan harus memenuhi persyaratan :

sosial' lembaga keagamaan'd3L. jabatan- i 't. hlemiliki pendidikan atau pengalaman kerjajabatan tertentu di lembaga pendidikan' i ;;-k*.rgffirdir s tahun sesuai dengan
f. Pemberi kerja yang rnempekerjakan tenaga I labatan yang akan diduduki.

kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja i 2. Bersedia membuat pemyataan untuk
asing ke negara asalnya setelah hubungan ! -o^^orihrzan rzaahrian rzanaera r^h^^^ r,^;^i mengalihkan keahlian kepada tenaga kerja,
kerjanya berakhir. i uu,,.,,an'a Trlr D^n,am^i^^i khususnya TKI Pendamping.

Kemudian mengacu Permenakertrins Nomor Kep i , h^^-r L^r.^-..-,,.^^: r^,^-
?ce^ran/cAA/ Tan+ana Tara ,ra'^ o^^^^-^"II ! 3. Dapat, bed<omunikasi dalam bahasazzglt'knr2il04 Tentang latg para pengesahan ! "' i.ilrlrir. 

-'
RPTKA disebutkan pemberi kerja yang akan i

mempekerjakan TM harus memiliki iencana i +. laUatan yang akan diduduki TM telah

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). i mernpunyai standar kompetensi.

Persyaratan mendapatkan pengesahan Rl]t i u TKI pendamping bertatar betakang pendidikan
dengan mengajukan permohonan ke Direktur s

-^---..-^^*: i yand sesuai dengan jabatan 
-yang 

akan
tertulis dengan dibngkapi alasan penggunaannnya i iCrlr[iO.i'fm"
dengan melampi*an :

^a *arah rriiai ; Dengan dipenuhinya pensyanatan1 Fonnulir RPTKA yang telah diisi' i tersebut maka pemberi kerja mengajukan

2 Surat ijin usaha dari instansi yang benrenang i permohonan IMTA ditujukan kepada direktur guna

3 Akte pengesahan sebagai 'badan hukum bagi ! ::l:ttj,fl.rekornendasi 
vlsa bekerja dengan

^^-.^^L^^^..^-- L^r^r^_ L..r_.._ - i mglamplffan :
perusahaan yang berbadan hukum

4 Ketenngan.domisili perusahaan dad pemerintah
1 Copy pasportTKAyangakandipekefakan;

"-"'-""'-" i 2 , Daftar .riwayat hidup TKA yang akan
daerah setempat. ! ,.i olpeKeqaKan;

5 Bagan strukturorganisasi perusahaan i 3 Copy'rjazah dan atau keterangan pengalaman

6 copy surat penuniuf<an TKr sebasai ! , [:r^lsn:9:1'1,9:rl'i*'1^"^^.4 Pasfoto benrama ukuran 4x6 sebanyak 3
pendamping.

lembar;
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5 Gopy suratpengesahan RPTIG;' 
Setelah mendapafl<an rekonmendasi visa

kerja pemberi ker;'ra mengajukan permohonan IMTA
dengan melampirkan:

1 Copy Kartu ljin Tirggal Terbatas (KITAS) untuk
bekerja atas nama TM yang bersangkutan;

2 Copy perjanjian ke{a;

Bukti pembayaran Dana Pengembangan
Keahlian dan Keterampilan (DPKK);

Besamya dana kompensasi adalah sejumlah US$
100/bulan untuk setiap TKA dan dibayar dimuka.

Dana kompensasi dibayar oleh pemberi kerja dan
disetor ke rekening Dana Pengembangan Keahlian
dan, Keterampilan bank pemerintah yang ditunjuk
oleh Menteri.

Dalam ketentuan ini adanya lararEan bqiTM untuk
rnenduduki lebih dad 1 {satu) jabatan dan pembed
keria dilanang mempekegakan TI(A yang telah
dipekerjakan oleh pemberi kerja . yang lain.
Dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk
menduduki jabatan Direktur atau Komisaris
diperusahaan lain berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).

Kemudian apabila IMTA telah berakhh masa
berlakunya maka dapat dilakukan perpanjangan.

Perpanjangan IMTA untuk TK1A lokasi kerjanya lebih
dari 1 (satu) wilayah Prcvinsi dimintakan kepada
Direktur, sedangkan untuk TM yang lokmi kerjanya
meliputi KabupatenlKota dalam I (satu) Provinsi
kepada Gubemur.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk
perpanjangan IMTA addah sebagai berikut:

1. Formulir perpanjangan IMTA yang telah diisi

2. IMTA yang masih berlaku

3. Butti pembayaran Dana Kompensasi

4. Laponan realisasi program pendidikan dan
pelatihan TKI pendamping

5. Copy Surat Keterangan RPTKA yang masih
berlaku

Pasfoto benaama ukuran 4xG sejumlah 3l€mbar

tjin mernpekeriakan Tenaga Xerla Asing
{IMTA) yang dikeluarftan dibedakan kedalam
beberapa jenis, meliputi :

1. IMTA rsrtuk Pekerjaan yang mendesak atau
darunat:

K0tentuan pekerjaan yang bersifat mendesak
atau darurat dimaksudkan apabila lidak
ditangani secara largsung dapat
menimbulkan kerugian latd bagi masyanakat
umum dan waktunya tidak lebih dari60 lenam
puluh) had. Kemudian kriteria pekedaan yang
ber'sifat mendesak ditentukan obfi insiansi
pemedntah yang membidangi sektor usaha
yang bensangkutan.

Permohonan IMTA =untuk pekerjaan yang
mendesk disampaikan kepada direktur
dengqn melampi*an:

q..,, Rikqmendasi dad lnstansi pemerintah

yang benrenang;

b. Copy pasport TM yang beisangkutan;

c. Pasfoto Tl(A ukuran 4x6 cm sebanyak 3
(tiga) lembar;

6.

d. Bukti pembayaran Dana Kompensasi;

e. Bukti ljin Keimigrasian untuk kegiatan
usaha.

2. IMTA untuk pemegang Kartu ljin Tinggal
Tetap (KITAP)

Persayaratan permohonan mengajukan IMTA
bagi TI(A pemegang Kartu ljin Tinggal Tetap
sebagai berikut

a. Copy RPTIG yang masih berlaku.

b. Qopy ijin tinggal tetap yang masih yang
berlaku

c.' Daftar riwayat hidup TM yang akan
dipekerjakan

d. Copy iiasah atau,pengalaman keda;:

' e. , ,Bukti pembayaran' ,'dana kompesasi
penggunaan TM (dana DPKK).

f. Pasfoto berwarna ukuran 4x6' cm
sebanyak 3 (tiga) lembar.
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r waktu IMTA untuk peeegang Kartu ljinJahgka waktu IMTA untuk pemqgang Kattu ljin i . , Direktur atau Gu-bemur nrelaprkan

,Ttnggal Tetap paling lama 1,,fsatu) tahun i seluruhIMTAyangditerbitkansetiap,3(tiga)bulan
terhitqq sepf , OiterUit<an tUt*, dan dapat i fepaOa Uenteri- dengan tembusan' liepada
diperpanjang ,sesuai dengan dengan waktu i Menteri. Dalam'hal,pernberi,kaiamempkerjakan
berlakunya RPTKA. i TI(A tidak sesuai dengan IMTA, Direktur atau

i Gubemurbenwenang mencabut IMTA.3. IMTA untuk Alih Status i

Dalam ketentuan ini diatur pemberi keria TKA
instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah atau

Badan lntemasional yang akan memindahkan

TKA yang akan dipekerjakan ke lnstansi

Pemerintah/Lembaga Pemerintah atau badan
lntemasional lainnya harus mengajukan
permohonan' rekomendasi alih status kepada
Direktur. Rekomendasi tersebut disampaikan
kepada Diretur Jenderal lmigrasi untuk
perubahan KITAS/KITAB. KITAS/KITAB tersebut
sebagai dasar perubahan IMTA atau penerbitan

IMTA baru.

4. IMTA untuk Perubahan Nama Pemberi Keria

Dalam hal pemberi keda TI(A berganti nama,
Direktur menerbitkan rekomendasi kepada
Direktur Jenderal lmigr:asi untuk merubah
KITAS/KITAP.

Syarat-syarat pennohonan penrbahan nama
pemberi kerja adalah:

, a- Gop-y RPTKA yang masih berlaku;
b. Copy KITAS/KITABya4g masih berlaku;
G; Copy |MTAyang masih berlaku;
d. Copy bukti perubahan nama perusahaan

yang telah disahkan oleh instansi yang

berwenang.

5. IMTA Perubahan LokasiKerja

Dalam hal pemberi kerja melakukan perubahan

lokasi keija TKA, pemberi kerja wajib

mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja

TM kepada Dhekiur dengan melampirkan:

a. CopyRPTM

b. Copy IMTA yang masih berlaku.

Dalam Ketentuan tersebut juga ditentukan

adanya kwajiban bagi pemberi lerja untuk

melaporkan penggunaaan Tl(A dan pendamping

" "Tlg sg!|gp kepada Direktur atau Gubemur atau

BupatiMalikota dan ditembuskan kepada Dirjen.

Dafqm mempekerjakan Teniga Keria
Asirig terdapat jenis-jenis jabatan tertentu yang

diperbolehkan dan dilarang untuk diduduki oleh
Ienaga Kerja'Asing (TKA), Secara eksplisit pasal

46 ayat ('l) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 mengatur : "Tenaga keja asing dilarang
menduduki jabatan yang mengurusi pensonalia

dan/atau jabatan-jabatan tertentu'. Selanjutnya
pasal 46 ayat (2) mengatur mengenai amanah
pengaturan lebih lanjut terkait dengan jabatan-

.jabatan terkntu dalam Keputusan Menteri Tenaga
Keda dan..ifransmigrasi R.l. Mengingat sampai
saat i$ pengaturan mengenai jabatan-jabatan

tertanffi'tenebut belum terlaksana, maka jenis-
jenis jabatan dari 'pekerjaan yag erbuka dan
tertutup b4i Tenaga Ke{a Asing adalah sebagai
berikut:

a. Terbuka Sementara Waktu
Yang dimaksud dengan jabatan yang terbuka
untuk sementara waktu adalah jabatan yang

, diperilnt$kkan,bagi tenaga kerja asing untuk, menduduki, jabatan tersebut sehubungan
dengan penanaman modal dan kepercayaan
yang diperlukan yang berdampak pada

. kepentinganpembangunannasional.' Jabatan yang terbuka untuk sementara waktu
bagi TIflVNAP sesuai dengan sektor yang

ada meliputi :

1. Berdasarakan Kepmenakertrans

No.Kep.99/Men/1978 tentang
, pelaksanaan pembatasan TKWNAP di

sektor lndustri sub sektor industri kimia
hanya untuk :

a) .Dewan Komisaris dengan jabatan

sebagai Presiden Komisaris dan

anggota dewan komisaris.

b) Dewan Direksi dengan jabat

Presiden Direktur atau General
Managet Direktur Keuangan,

Drektur' Pemasaran, Direktur

Produksi, Direktur Teknik,

r,'
l
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2. Berdasarkan Kepmenakertrans i 2.' Berdasa*an Kepmenakerfrans

No.Kep.33ltvlen/1980 bntang pelaksanaan 
i

No.Kep.55/fi/lenl1981 tentang

" pelaksanaEn, pembatrsan TtffiNAP di
, seKor perhubungan udana sub seKor

penerbangan untuk:

a) Tenaga tehnis operasi pesawat udara

dengan jabatan Cqptain Pilot untuk

iangka waklu 24 bulan. :;

:b) Tenagatehnis operasi pesawat udara

dengan jabatan Co Pilot untuk iangka
waktu 24 bulan.

c) Tenaga tehnis openasi pesawat udara

. derrgan jabatan Flight Engineer untuk

jangka waktu 24 bulan.

d) Tenaga tehnis operasi pesawat udara
.'dengan jabatan lnstruktur Pnamugari

untuk jangka waktu 24 bulan.

TertuUp
Yang dimaksud dengan jabatan yang tertutup

bagi TKWNAP adalah karena iabatan-jabatan
tersebut telah dapat diduduki oleh tenaga

kerja lndonesia atau dengan kata lain pasar

tenaga kerja dalam negeri dapat memenuhi.

Jabatan yang tertutup bagi TIffVNAP sesuai

dengan sektor yang ada meliPuti :

pembatasan Tl0ffNAP di sektor Pertanian i

1. Bedasarkan Kepmenaker

1. Berdasarkan KePrenakertrans

hlo.Kep.99/Ulen/1978 tentang

pelaksanaan pembatasan TKI/VNAP di

' 'sektor lndustri sub seltbr trdustti Kimia

untuk:
a) Manager dengan jabatan Personil

Manager
b) Manager dengan Posisi Offtce

Manager

c) Manager dengan posisi Bussiness

Manager
d) Administrasi dengan jabatan Labour

Relation

2. Bedasarkan Kepmenakertrans

sub sektor perkebunan untuk :

a) Dewan Komisads dengan iabatan
komisaris.

b) Direktur dengan iab?En DireKur i' 
Utama, Direktur Prduksi, Direktur !

Komeniil, Direktur Keuangan, Dircktur

Umum, FrctorYAdvisor.

c) lntercontrol dengan iabatan Manager

lntercontrol.

d) Reasearch dengan jabatan sebagai

Manager.

e) Advisory dengan iabdan sbagai
Export Agmnomi, ExPort Teknologi,

Exprt Ekonomi.

Diijinkan untuk sementara waktu

Yang dimaksud dengan iab,alan'yang dijinkan

untuk sementara waktu adalah jabatan yang

dijinkan untuk waktu tertentu karena untuk

sementara belum tersedia tenaga keria

lndonesia yang menduduki jabatan tersebut.

Jabatan yang d$inkan, untuk sementam waktu

bagi TIOI/NAP sesuai den$an sektor yang

meliputi:

No.Kep.743/[fien/1989 tentang Sektor

Moneter pada perusahaan nasional untuk :

a) Perusahaan efek dengan iabatan
penasehat teknis untuk jangka waktu 3

tahun.

b) Custodian dengan iabatan penasehat

teknis untuk iangka waktu3 tahun.

c) Biro Administrasi Efek dengan iabatan
penasehat teknis untuk jangka waktu 3

tahun.

d) Bursa dengan jabatan penasehat teknis

untuk jangka waktu 3 tahun.

e) LKPD dengan jabatan penasehaiteknis

untuk iangka waktu 3 tahun.

No.Kep.33lMen/1980 tentang

pelaksanaan Pembatasan TIflNAP di

, sektor Pertanian sub sektor perkebunan

untuk :

a) lnspecorate dengan jabatan factory

b) lnspecorate dengan jabatan Distric

c) lnspecorate dengan iabatan Genenl
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3. Bedasakan KeEnend<er

No.Kep.743/blen/1 989 tentaq pelaksanaan
pembdman TIflllMP di sektor Keuangan

sub sekhr ilbnebr pda perusahaan

ncionalunhrk:
a) Perusahaan . efek dengan jabatan

sebagai Komisatb, Direksi dm
Man4er.

b) Cugbdian dergan Fbatat sebagai

Komisads, Direksi dan itlanager.

c) Biro Administrci EIek dengar iababn
seb4ai Komisads, Dreksi dan

Manager.

d) Bursa dengan jabdan seb4ai
Komisads, Direksi dan Man4er.

e) LKPD de4gan iabddt seb4ai
komisads, Direksi dan Man4er.

Jumlah tdnaga keria asing yarg
beke{a di lndoresia tergambar dalam tabel
sebagai berikut:

Tabel-l
Jumhh IKTAYang Dikduar*an llenurut

Jenis lKfAdan llegan Tahm 2002

$um!s: Tdw.flm ,.

lbgrn
Jeltis filr

Jumhh
Brru -PeernfnSan Semstbr.

Ar€rfiaScikd

Ausbda

Bdada

HmSkorry

-,lnda

t&
hgg'tt

Jqatg

J€mil

lrqeaSddrt

l(arda

lldry$a

tftratg0ui

Perarcb

frfi$na

SdardiaBilt

$ngqna

Tiirar '

RRC

kitltdn

1.M'

1.65n

263

52

1.2S1

9t

l.{}7

LA12

m
t.358

512

66t

210

5{F

63'l

8t
385

557

l,lF8

i.0r3

a3
MB

79

tl
188

n
259

386

112

a9
89

cl

21

81

99

ilt
72

96

1l
174

t5

35

t

7

n
3?

t1
't{

1

1l

10

3

I
I

17

l5
I

11?9

1.893

3r3

fft

1.158

t26

1.688

2.135

372

1.508

6't5

759

215

596

733

m
1S6

670

.1.120

t.a0

Jumhlr 15.5EE 2500 2r! il.tot

T|DSFTZ

&ffir Tuqn lftlF"$hg yq 9qs!F hrunn
Jqrb [0N drtr Pnptud Tdlun 2O3

I{OfiilIIA .PEI*GGI$IAAII TE}IAGA KERJA
ASilG

Sesuai dengan Undang-Undang

l{omor 3 tahun 1951 tenhng Pengauasan
Pelhruhan telah ditetapkm furEsi dan

tugm peryaras : keten4akaiaan.
Sehuburgan dengan hal ini pegawai

pengawas keten4akefaan hans
memahami sistem Fngawasan
ke{enagakeriaan yarq meniadi landman
hukum pelaksanaan tugastugas
pngmmm, 'di lndonesia. Sedanglen
maksud diadakan perqawsan
k€ten4akeriaan tenebut adalah :

1. lvbngawasi berlakunya Undang-Urdang
dan',,. per*rnan perundalqat
keten4ake{aan pada khususnya.

2. Strlll
3. Smbr
1. fra,
5. Jil{i
A Sursd
7. len$t{t
8. Laryl€'.
9. 'Sl€ Jaya
,Il,. Jfu
11. Jdetg
tz D.t.Y.
,l3. Jd['n
t{ Bd
15. tII3
16. 1{IT
,l7. tHh
lS. l€brg ,::.

t9. r(*d
n.{d&o .
,21. $Jnl}=' '

22 SttHtg
a. $ed
ff. Srta
25. ltp.*Efrdqt
26. Papua

27. 8ilbn
28. Mdut
29. Bdd
ilL Gcurdo

t
21

I
35

I
5

t
{

3.88u
3r
13

73

58

t1
3l
't3

2

1
20

5

I
a
t
I

32

Et

I

2CI6

t6
{r8
50

n
9

n
l3:658

2215
378

6l
t.053

651

nl
68

.61
12

a
612
100

n
69

13

a1
398

013

2

I
2

2

I
7

2

3
I

' 31S

t8
2

12

n
2

t

t
t9

\

I
5

2

{I
x2
26

{$0.
53

u
t3
s

17.W
2156

117

71

1.t38
7!t
xt
1U
t5
{{
37

651

t{t
s
98

1t
2n
135

709

2

2

2

.
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2. Mergumpulkan latnn-mna@ T,irdakan Pevenlif {Pembfiaaf
tenbng sd frubungan kefa dan *ondl$ kerja i
dalam arti yang seluc-lu€Isnya guna membuat !

Undang-Undarry dan peratrran-permrar iketenagakerjaan. 
i

3. l4enjalankan pekerjadn lainnya yang diserahkan i

padanya dengan 11 Undarq-Urdarq ahu i

Tmdakan pengatysan yang dilakukan obh
pegqmi pengaws ketenagakaiaan dergan
mengdakan pemeriksaan rulin sesuai
rerrcana kerja maupun pemeriksaan atm
atensillaponan masyamkat. Dalam
pemedksaan ini pegmai .pengawils

ketenagakerjaan membrik€rn
bimliqqn/pgmbinaan tehnis terhdap
pelarggaran perduran perundangan yang
ditemui dengan rpm*uk*an'ke dalam Nota
Pemeriksaan dan dkirim kepada perusahan
yarg benangkutan {dipriksa)

TMakan Repesif Non Juslisial

Tirdakan pengaw.lsan yang dilakukan apabila
bimt*r€an untuk pembinaan Fhnis yang telah
diberika kepda perusahaan relalui Nola
Pemeriksan sebagaimarn dimaksud butir (i)
tercebut diatas'lida* dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Dalam hal ini

pmturan lainnya.

Dalam Undang-Urdang Nomor 13 Tahun 2003 f,ngsi
pengawasin keten-agakeriaan telah diatur dalam Bab
XV Tentang Pengawasan mulai dari pasd 17S
smpai dengan pasal 181 dan terakhir hbjh
dipertegas lagi dalam UndangUndang l,lornor 21

Tahun 2003 tenhng Pengesahan Konversi ILO
Nomor 81 Tahun 1947 nengenai Perquasan
K€tenagakedaan dalam lndusti dan Perdagarqan,
yang secam pdnsip telah meregaskan puh bdtwa
fungsi Sistem Pengawasan Keten4akerjaan adahh :

1. Menjamin penegakan ketentuan hukum

mengenai kondisi kefa dan perlirdungan
peke{a saat melaksanakan pekaiaannya,

seperti ketenfuan yang be*aitan dengan jam

kerja, pengupahan, keselamahn, kesehatan dan
kesejahteraan, pengguninn pe*edalburuh ana*
dan orang muda serta masalah-masdah lain
yang terkait, sepanjang ketenfuan tersebut dapat
ditegakkan oleh pengawman ketenagateriaan;

2. Memberikan keterangan teknis dan nasehat
kepada kngusaha dan pekefa/burun mengenai
cara yang paling efektT untr.d< rentaali
ketentuan hukum;

3. irlemberitahukan kepda plhak yang benrrenarg
rergenai te{adinya penyimpargan atau
peny&hgunaan yang secara khusus tidak diatur
dalam ketentuan hukumyang berlaku.

Berdasa*an ke 3 {tiga) Undang-Undang tersebut
diatas, makadahm pelaksanaan furgsi pengawasan

ketenagakerjaan dilakukan melalui beberapa
tahapan. Sehubungan dengan tdt+ar pengawasan

dimabud;" apabila pegawai ,penga{v6

ketenagake{aan menemui pelar€garffi dalam

rd*sanakan fugasnya, maka lindakan
pengarnsan yang harus dilakukan dalah sebagai

berikut:

prusahaan dianggap tidak mau
m@sanden kewajibannya untuk
menyebsaikan permasaldrar*asus yang
dilapo*an, unfuk ifu terhdap penrsahaan
harus dilakukarr rryaya paksa diluar lembaga
perdilan berupa pembuatan Surat Pemyataan
untuk melaksanakan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan.

Tindakan Represif Juslisial

Dalam rarqka perlindungan kepda
pekedalburuh maka tindakan represil jus{isial

akan dilakukan apabila pimpinan perusahaan
tidak mau rembuat surat pemya@n
sebagaimana dimaksud butir {2} tecchrt
diata dan tida* menepali kewajiban yang
tehh dibuat dalam Surat Pernyataan. Pegawai
pengawas ketenaga*e{aan membual Bedh
Acara Projuslisia (8AP) tertrdap perusahaan
yang bersangkutan, selanjutnya diproses untuk
diaiukan ke Penaadilan Negeri.

Untuk kelarcaran pelaksanaan furgsi dan
tugas-{ryas pengawasan keten4akeriaan,
tersebut diahs, khususnya tentarq
pengawasan Bet€gunaan bnaga kerja,sglg,
di lndonesia ditetapkan mekanisme dan pla
penindakan sebagai berikut :
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Mekanisme pengailasa!,,,,lp9llggun3?[
tenaga kerja asing ' ,

Pelaksanaan pengawasan't-dnh!a kerja

asing dllakukan oleh pqgav{al r,pengawas

ketenagakeflaan didasarkin pqda laporan

atau pengaduan dari instansi, perusahaan 
i

dan atau masyarakat. Berdasarkan hal

tersebut pimpinan I memerintahkan untuk I

melakukan pemeriksaan kepada
perusahaan tempat TKA tersebut i

dipelterjakan. Dari kegiatan pemaiksaan

pegawai pengawas yang bersangkutan

membuat laporan pemeriksaan.

Pengendalian penggunaan dan penempatan

TKA di lndonesia dilakukan secara

berkoordinasi dan terpadu antara instansi

teknis terkait dengan Ditjen lmigrasi, POLRI,

Badan lntelijen Negara (BlN) dan

Deparpostel.

Pola penindakan penggunaan tenaga kerja

asing:

Pola penindakan terhadap perusahaan yang

mempekerjakan TKA apabila ditemui

dugaan pelanggaran terhadap peraturan

perundang-Undangan dibidang

ketenagakerjaan, maka tindakan

pengawasan ketenagakerjban yang harus

dilakukan yaitu :

1. Mengadakan pengusutan terhadap

dugaan pelanggaran melalui

pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) baik terhadap pengusahanya,

maupun terhadap TM dan saksisaksi

yang dianggap mengetahui betul

peristiwa pelanggaran dimaksud

dengan menggunakan sarana (contoh

blanko BAP terlampir).

2. Apabila temyata didapatkan bukti

pelanggaran tersebut, maka tindakan

selanjutnya adalah sebagai berikut :

a) memerintahkan pengusaha untuk

mengeluarkan TKA Yang

bersangkutan dari lokasi keria

(perusahaan).

'b}.r meminta 'i'aga'r Ditjen ,Latpendagri

, r, menc$ut,: atau, , lzin Menpekerjakan
,,... .: ,,Tgnaga Asing (IMTA) yang sedang di

i p.rgses, dihentikan agar TKA yang', 
bers'angkutan tidak terikat lagi dalam
pola penggunaan TM,

c) mengusulkan kepadq Dirjen lmignasi

Up. Direktur Pengawasan dati'' Penindakan Keimi$rasian Departemen

Kehakiman dan,HAM untuk dilakukan
Deportasi atau dicekal.

Di lndonesia perluasan

kesempatan kerja di prioritaskan pada

pekerja warga Negara lndonesia, namun

kondisi tertentu pemperi kerja (perusahaan)

diijinkan mempekerjakan Tenaga Kerja

WargalNggara Asing (Tl(A) dengan seijin

llenteri Tenaga Keda dan Transmigrasi R. I

fgrsyaratan'' l4n pemberi kerja dalam

fiEmpekeriakan Tl(A adalah membayar
dana kompensasi (DPKK) yang ditetapkan

setiap bulan sebesar US$ 100 untuk setiap

TKA dan dibayarkan dimuka. Berdasarkan

Kepmenakertrans R.l Nomor Kep-

20/Men/llll2004 tentang Tata Cara

It4emperoleh ljin Mempekerjakan TKA,

behwa pembayaran dana kompensasi
(DPKK) dilakukan oleh pemberi kerja dan

disdorkan pada rekening DPKK pdda bank
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pelaksanaan pembayaran DPKK dilakukan
pada waktu pemberi keria mengurus IMTA

dan dibayarkan dimuka. Apabila masa

berlakunya liin Mempekerjakan Tenaga

Asing (IMTA) berakhir maka pemberi kerja

dapat mengajukan perpanjangan sesuai

dengan jangka waktu yang terdapat dalam

RPTKA(setiap kali perpanjangan 1 tahun
sekali) kepada Direktur atau

Gubetnur/peiabat yang bertanggung jawab

dibidang ketenagakerjaan di propinsi dengan

melampirkan diantaranya bukti pembayaran

dana kompensasi (DPKK)

X. PENERAPANSANKST

Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ke.le4aggkerjag .khusqsnyq tenJgng Nglmq
'' ''' PengguiiaanTehaga ferja'Asing (TKA) di

I
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lndonesia, apabila Pemberi Kerja tidak

melaksanakan ketentuan ini dikenakan

sanksi baik dministratif maupun Pidana

sebagaimana dimaksd pasal 185 sampai

dengan 187 Undang-Undang ini. Untuk tebih'

jelasnya bagi pegawai pengawas

ketenagakeriaan dalam melaksanakan

tugasnya berikut ini dapat diuraikan sanksi

dimaksud sebagai bedkut :

I. PEI.ANGGAMNADIIINISTRATIF

2. PETAIIGGARAII MAilA

Pasd 12

ayal (ll
Seli4pemhti kaia
yaq mempekef*ar
TM ftat mefiilihi gn

brlulftrdai Meobi
a[at pejalat yag
dluniuk

Diken*a:
- Peniaapalfiq

sin$kdlHrundar
pdtrUlamlHwn
da daldenda
pdng s€ditil
scdrjuhdar
palns baryd
empsN ratF juh.

- Tid*fidan ini

maup*artild*
keiilalar

Psl 45 ayat
({} huruf (a)

Punbed kefa Tl(A
lidah iilenunjuk
Tenaga Keia
Waqa Negara
tndonesiq sebagai
tenaga pendamping

Tl(A yang

dipke{akan untuk
alih tenologi dan
alih keahlian dari
TKA

Sanksi admlnishat't
berupa:
a. Teguran
b. Pedryabn

tetulb
c. Pembabsan

kegiabn uaha
d. Pembetuan

kegiahn usaha
e. Pembablan

persefujuan

f. Pembatabn
pendaftanan

g. Peryhenlian
.sem€nhra

sebatugian
'ataumluruh

, alatpodulsi
h. Pencabubn ijin

ayat (l) tidak memali
kebntuan mengenai
jabatan dan stmdar
tompetaniyarg
bed*u

PUan lurungar
paling siqtal I
hlatda paling

lama 12 bulm dar
alar dmda pding

.'sdih1 10 juta dar
pafing baryd 100

iuta.

lindat fidau ini

merupakan tidak
prdana

pelaqgaal

lidak:
a. lhnunjuk Tenaga

KeriaWarga

fegaa lndorcsia

sebagai tenaga
perdanping TKIA

yaE
dipkefakar
untuk dih
teknologi dar alih

leddian dari TM
b. lilelalsanakan

pendidikm dan
pelalihan teja
bagi TKI

seb4aimara
dimdsud huruf
(a) yang sesuai

deryar
kualifkmi jabalar

yang diduduki
TKA

Pasd 15

ayat (l)pendktikan dan
pebtihan keria THI
sebagainnna
dimalsud pada

huruf a yaq sesuai
dengan kualifikasi
jabahn yang

diduduki oleh Tl(A

memperkejakan
TKA tidak
memulangkan TIG
ke negara asalnya
setelah huburq4n
kerjanya berakhk

j
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Khusus pengawasan

norma penggunaan TKA tindakan yang

harus dilakukan adalah tindakan represif

non yustisial dan menggunakan pola

penindakan sebagaimana diuraikan

terdahulu. Selanjutnya apabila pemberi

kerja tidak melaksanakan tindakan

korektif dimaksud diatas atau melakukan

pelanggaran yang sama masih tetap

dilakukan maka tindakan selanjutnya
yang diambil adalah represif justisialoleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP).

PENUTUP

Demikian penyampaian makalah

terkait ketentuan pengawasan

ketenagakerjaan terhaddp Tenaga Keria
Asing di lndonesia, semoga penulisan

makalah ini dapat memberikan manfaat.

Jakarta, September 2008

Sendra Utami
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